
GUBERNUR BENGKUILU 

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU 

NOMOR 
	

35- 
	

TAHUN 2011 

TENTANG 

i! TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN D PENATAUSAHAAN, 
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA M NITORING DAN EVALUASI 

BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL Y NG BERSUMBER DARI 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJ DAERAH. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAI41A ESA 

GUBERNUR BENGKULU, 

Menimbang : a. bahwa dalam tertib administrasi, akuntabilitas dar. transparansi 
pengelolaan pemberian Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, perlu disusun 
tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, 
pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja 
Hibah dan Bantuan Sosial; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang tata cara 
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban 
dan pelaporan serta monitcring dan evaluasi belanja hibah dan belanja 
bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 
daerah; 

Mangingat : 1. :'ndang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tetang Pembentukan Provinsi 
Bengkulu (Lembaran Negara Repubiik Indopesia Tahun 1967 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun985 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Rep1.

1 
 blik Indonesia Tahun 1985 

NOmor 44, ‘Tambahan Lembaran Negarai Republik Indonesia Nomor 
3298); I 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 . tentang Keuangan Negara 
• (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4286); 

4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentng Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia TahLin 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomort 4355); 
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g2 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial jang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja D3erah (Ber ta Negara Republik lndonesia 

Tahun 2011 Nomor 450); 

18.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nqmor 06 Tahun 2007 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Dabrah (Lembaran Daerah Provinsi 
Bengkulu Nornor 06 Tahun 2007); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MTA CARA PENGANGGARAN, 
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, FERTANGG -UNGJAWABAN DAN 
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH 
DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN 141MUM 

Bagian Kesbtu 

Pengertian 

Pasal l' 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimakSud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu. 

2. Pemerintah Daerah adalahGubernu i  dan Perangkat .Daerah sebag 
unsur penyelenggara pemerintahan Da rah. 

3. Gubernur adalah Gubernur Bengkuiu. 

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat paerah Provinsi Bengkulu. 

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dlan kewajiban Daerah dalam rangl. 
I 

penyelenggaraan pernerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uar 
termasuk di dalamnya segala bentuk I.ekayaan yang berhubungan deng 
hak dan kewajiban Daerah. 

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yai 
meliputi 	perencanaan, 	pelaksanan, 	penatausahaan, 	pelapor 
•pertanggungjawaban dan pengawasarl keuangan Daerah. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanjai Daerah yang selanjutnya diset 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah ya 
dibahas dan dIsetujui bersama oleh ■ pemerintah Daerah dan DPRD, d 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daer0 yang selanjutnya disebut PP 
adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu sebagai Kepala Satuan KE 
Pengelola Keuangan Daerah yan mempunyai tugas melaksanal 
pengelola2n APBD dan bertindak se agai Bendahara Umum Daerah. 
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20. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah yang selanjutnya disebut NPHD 

adalah naskah perjanjian Belanja Hibah yang bersumber dari APBD 
antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Belanja Hibah. 

21.0rganisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh 
anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar 
kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dlan kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta d lam pembangunan dalam 
rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah egara Kesatuan Republik 
Indonesia vang berdasarkan Pancasila, t rmasuk organisasi non 

• 	, 
pemerintahan yang bersifat nasional dan diberjtuk berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan. 

Bagian Kedua 

Ruang l.ingkup 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi ienganggaran, pelaksanaan 
dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggurrigjawaban serta monitoring 
dan evaluasi pemberian Be!anja Hibah dan Belanja Bantuari Sosial yang 
bersumber dari APBD. 

Pasal 3 

(1) Belanja Hibah dapat berupa uang, barang atau jasa. 

(2) Belanja Hibah berupa barang dapat berbentuk : 

tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bailgunan, jalan, irigasi, jaringan 
dan aset tetap lainnya; 

a. hewan dan tumbuhan; dan 

b. aset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak. 

(3) Belanja Hibah ber4a jasa dapat berbentuk bantuan teknis, pendidikan, 
pelatihan, penelitian dan jasa lainnya. 

Pasal 4 

(1) Belanja Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang. 

(2) Belanja Bantuan Sosial berupa barang dapat berbentuk : 

a. peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset tetap lainnya; 

b. hewan dan turnouhan; dan 

c. aset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak. 
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BAB II 

BELANJA HIBAH 

Bagian Kesatu I 

Umum 

PasaI 5 

(1) Pemerintah Daerah dapat mernoerikan Belanja Hibah sesuai kemampuan 

keuangan Daerah, yang dilakukan setelah .-temprioritaskan pemenuhan 
belanja urusan wajib, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Pemberian Belanja Hibah sebagaimana dim*Sud padwayat (1) ditujukan 
untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintall . 

 Daerah, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas 

dan manfaat untuk masyarakat. 

(3) EManja Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak wajib serta 
harus digunakan sesuai dengan persyaratan Siang diatur dalam NPHD. 

(4) Pemberian Belanja Hibah merupakan penalihan hak dari Pemerintah 
Daerah kepada Penerima Belanja Hibah, yang secara:spesitik telah 
ditentukan penintukannya. 

Pasal 6 

(1) Belanja Hibah dapat diberikan kepada: 

a. Pemerintah; 

b. Pemerintah Daerah Lainnya; 

c. Perusahaan Daerah; 

d. masyarakat, dan!atau 

e. organisasi kernasyarakatan 

(2) Belanja Hibah kepa,da Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat..(1) 
huruf a, diberikan kepada instansi/sat+ kerja pada Kementerian 

dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kemerilterian yang wilayah kerjanya 
berada di Daerah. 

(3) Belanja hibah kepada pemerintah sebagaiMana dimaksud pada ayat (2) 
dikelola dan dilaksanakan dalam mekanisrne APBN dan APBD sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Belanja Hibah kepada Pemerintah Dlerah Lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru 
hasil pemekaran dawah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(5) Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerahi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c, diberikan kepada PerusOaan Daerah atau Perseroan 
milik Pemerintah Daerah, sesuai ketOtuan peraturan perundang- 

. 

undangan. 
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(6) Belanja Hibah kepada masyarakat sebagaimana clirnaksud pada ayat (1) 

eit huruf d, diberikan kepada kelompok orang yang m miliki kegiatan tertentu 
dalam bidang perekonomian, pendidikan, k ehatan, keagamaan, 
kesenian, adat-istiadat, lingkungan hidup, keptemudaaan, pertanian, 
peternakan, perikanan, kelautan, pemberdayaan perempuan dan 

keolahragaan non profesicnal. 

(7) Belanja Hibah kepada organisasi kemasyarakatansebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada organisai kemasyarakatan yang 
dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi 
organisasi semi pemerintah, organisasi non pemerintah, lembaga 
ketahanan masyarakat, lembaga swadaya Masyarakat (LSM) dan 
kelompok masyarakat. 

Bagian Kedua 	 • 
Tujuan 

Pasal 7 

(1) Belanja Hibah kepada Pemerintah bertujyan untuk menunjang 
peninokatan penyelenggaraan fungsi pemerirtahn Daerah. 

(2) Beianja Hiba'n kepada Pemerintah Daerah L.ainnya bertujuan untuk 

menunjang peningkatan penyeleiggaraan peitnerintahan Daerah dan 

layanan dasar umum. 

(3) Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah bertujuan untuk menunjang 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja. 

(4) Belanja Hitiah kepada masyarakat dardatau organisasi kemasyarkatan 
bertujuan untuk men;ngkatkan partisipasi dalam cenyelenggaraan 

pembangunan Daerah atau secara fungsional 'terkait dengan dukungan 
kepada penyelenggaraan pernerintahan. 

Bagian Ketiga 

Kriteria dan Persyaratan 

Paragraf 

Kriteria 

Pasal 8 

Pemberian Belanja Hibah paling sedikit harus memenuhi kriteria : 

peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik; 

untuk r ►elaksanakan kegiatan yang menjadi urusan Daerah, yaitu 
peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan 
pesatterdayaarl aparatur; 

aqtuk kegiatan dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan 
kegiatan Pernerintah Daerah yang berskala 
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d. urvcdk melaksanakan kegiatan sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang 

mengakibatkan penambahan beban APBD; 

e. tidak wajib, tidak mengikat dan t;dak terus menerus setiap tahun 

anggaran, kecuali ditentukan lain berdas*kan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

f. memenuhi persyaratan Penerima Belanja Hib*. 

Paragraf 2 

Persyaratan . - 

Pasal 9 

(1) Belanja Hibah kepada Pemerintah dan P merintah Daerah Lainnya 
diberikan dengan persyaratan paling sedikit : 

a. penggunaan ditujukan untuk menunjang p ningkatan penyelenggaraan 
fungsi pemerintahan Daerah dan pemerint han Daerah Lainnya; 

C. Penerima Belanja Hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi 
Pemerintah Daerah, kecuali ditentukan lain berdasarkcan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan 

c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, 
akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan 

sejenis yang telah dilaksanakan. 

(2) Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah diberikan dengan persyaratan 

palir.g sedikit : 

a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan 
pemerintahan Daerah dan layanan umurrthdasar; 

b. Penerima Belanja Hibah berkedudukan sE.bagai Perusahaan Daerah; 

c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan, Belanja Hibah sebelumnya, 
akumulasi Belanja Hibah yang pernahl diterima dan/atau kegiatan 
sejenis yang tel?h dilaksanakan. 

(3) Belanja Hibah kepada masyarakat diberikain dengan persyaratan paling 
sedikit : 

a. mern:liki kepengurusan yang jelas; 

b. Penerima Belanja Hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi 
pemerintahan Daerah; 

c. memiliki sekretariat dan/atau alamat tetap dan jelas; dan 

d. mempertirnbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, 
akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan 
sejenis yang telah dilaksanakan. 

(4) Belanja Hibah kepada organisasi kemayarakatan diberikan dengan 
persyaratan paling sedikit : 

a. memiliki kepengurusan yang jelas; 
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b. telah terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota setempat, paling 

kurang 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan 
!
ain berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi demerintahan Daerah; 

c, memiliki sekretariat dan/atau alamat tetap ■ an jelas; dan 

d. mempertimbangkan kinerja pengelolaan Oelanja Hibah sebelumnya, 
akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan 
sejenis yang telah dilaksanakan. 

(5) Dalam hal Belanja Hibah ditujukan kepada lembaga non pemetintah yang 
berkaitan dengan tempat peribaoatan, pesenren, LSM yang bersifat non 

formal, serta pengelolaannya berupa partislinsi swa.daya masyarakat, 

maka persyaratan sebagaimana dimaksud dada ayat (4) huruf b daPat 
dikecualikan. 

(6) ApabiIa dalam Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah dipersyaratkan 
untuk menyediakan dana pendamping, maka Belanja Hibah diberikan 
kepada Penerima Belanja Hibah yang bersedia menyediakan dana 
1:),ndamping. 

Bagian Keempat 

Pengajuan 

Pasal 10 

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainrya, Perusahaan Daerah, 
masyerakat dan organlaaal komasyarakaten mengaJukan permohonan 
tertulis belanja hlbah kepada Gubernur. 

(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap 
dan ditandatangani oleh : 

a. Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lak Instansi/Satuan Kerja bagi 
Pemerintah; 

b. Kepala Daerah bagi Pemerintah Daerah Lainnya; 

c. Direktur Utama atau sebutan lain bagi Pdrusahaan Daerah; dan 

d. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi masyarakat dan organisasi 
kemasyarakatan. 

(3) Ketentuan mengenai pembubuhan cap dikecualikan bagi permohonan 

tertulis dari masyarakat. 

Pasal 11 

(1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) 
dan (2), paling sedikit dilengkapi dokumen :* 

a. proposal, yang paling sedikit memuat: 

1. latar belakang; 

2. maksud dan tujuan; 

3. rincian rencana kegiatan; dan 

4. jadual kegiatan dan rencana penggu aan belanja hibah; 

7 
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b. surat keterangan tanggungjawab; dan 

c. surat pernyataan kesediaan menyedialan dana pendamping, apabila 
diperlukan. 

; (2) Dalam hal permohonan diajukan oleh org' nisasi kemasyarakatan, selain 
dilengkapi dokumen sebagaimana dim ksud pada ayat (1), wajib 

melampirkan persyaratan administrasi dan untuk tujuan penggunaan 
bangunannisik dilengkapi dengan dokurnen teknis. 

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi : 

a. Akta Notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang 
dipersamakan; 

b. surat pernyataan tanggungjawab; 

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

d, surat keterangan domisili lembaga darliDesa/Kelurahan setempat; 

e. izin operasional/tanda daftar lembaga 4ari instansi yang berwenang; 

f. bukti kontrak sewa gedung/bangunaN bagi lembaga yang kantornya 
menyewa; 

g. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas 
nama ketua dan sekretaris atau sebuta n lain; dan 

h. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau 
pengurus belanja hibah. 

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimakst,id pada ayat (2) meliputi gambar 
rencana dan konstruksi bangunan atau ddkumen lain yang sejenis. 

(5) Dikecualikan dari ketentuan ayaf -(3) huh_if a, c, e, dan f untuk Belanja 
Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang berkaitan 
dengan tempat peribadatan, pondok paantren, dan keic.mpok swadaya 
masyarakat yang bersifat non formal dan pengelolaannya berupa 
partisipasi swadaya masyarakat. 

Pasal 12 

(1) Surat permohonan, proposal, persyaratari administrasi dan dokumen teknis 
Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), (2), (3) dan 
(4) disampaikan dan diadministrasikanidicatat melalui unit kerja yang 
melaksanakan fungsi surat masuk pada Skretariat Daerah. 

(2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyeleksian 
terhadap permOhonan dan dokumen proposal Belanja Hibah, dan 
selanjutnya dalam hal terdapat ketidaks suaian antara surat permohonan , 
dengan dokumen proposal, maka sur t permohonan berikut dokumen 
proposalnya dikembalikan kepada 	emohon Belanja Hibah yang 
bersangkutan. 

(3) Dalam hal surat permohonan dan doku en proposal Belanja Hibah sesuai 
persyaratan administratif, maka unit kerj sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meneruskan surat permohonan dan d kumen proposal kepada Gubernur. 
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(4)Gubernur menugaskan Sekretaris Daerah supaya memerintahkan Asisten 
Sekretaris Daerah mendistribusikan surat permohonan dan dokumen 
proposal Belanja Hibah kepada SKPD yang membidangi. 

(5) Asisten Sekretaris Daerah mendistribusikan surat permohonan dan dokumen 
proposal Belanja Hibah kepada SKPD yan membidangi dan memerintah 
untuk evaluas 	sesuai dengan bidanig penyelenggaraan urusan 
pemerintahan, meliputi : 

a. urusan pendidikan, dilaksanakan olah Dinas Pendidikan Provinsi 
Bengkulu; 

b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi 
Bengkulu; 

c. urusan pekerjaan umum bidang jalan d n jembatan, dilaksanakan oleh 

Dinas PU Bidang Bina Marga Provinsi B ngkulu; 

d. urusan pekerjaan umum bidang irigas , dilaksanakan oleh Dinas PU 
Bidang Surnber Daya Air Provinsi Bengk lu; 

e. urusan permukiman, perumahan dan tata ruang, dilaksanakan oleh Dinas 
PU Bidang Cipta Karya Provinsi Bengkuli; 

f. urusan lingkungan hidup, dilaksanan oleh Badan Pengendalian 

Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Ben ulu; 

g. urusan pemberdayaan perempuan danperlindungan anak, dilaksanakan 
oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Idan Keluarga Berencana Provinsi . 

 Bengkulu; 

h. urusan sosial, keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan, 
dilaksanakan oleh Biro Administrasi 11;esejahteraan Rakyat Sekretariat 
Daerah Provinsi Bengkulu; 

i. urusan kesejahteraan sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi 
Bengkulu; 

j. urusan ketenagakerjaan, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Bengkulu; 

k. urusan perdagaRgan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah, 
dilaksanakan oleh Dinas PerdaganOn, Perindustrian, Koperasi dan 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Proinsi Bengkulu; 

I. urusan kebudayaan dan pariwis'ta, dilaksanakan oleh Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi B ngkulu; 

m. .urusan kepemudaan dan olah raga, tSiilaksanakan oleh Dinas Pemuda 
dan Olahraga Provinsi Bengkulu; 

n. urusan politik dalam negeri, pertahagan dan keamanan, dilaksanakan 
oleh Badan Kesatuan Bangsa, 	dan Perlindungan Masyarakat 
Provinsi Bengkulu dan Biro AdministraSi Pemerintahan Umum Sekretariat 
Daerah ProVinsi Bengkulu; 

o. urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum, dilaksanakan oleh Biro 
Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah 	Bengkulu; 

p. urusan perusahaan daerah, dilakanakan oleh Biro Administrasi 

Perekonomian Sekretariat Daerah Proijinsi Bengkulu; 
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q. urusan ketahanan pangan, dilaksanakan olet• 

Provinsi Bengkulu; 

r. urusan pemberdayaan masyarakat dan d : 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerinta a 

s. urusan perpustakaan, dilaksanakan ole, 
Kearsipan Daerah Provinsi Bengkulu; 

t. urusan Dertanian dan Ketahanan pang 	__._........ _........ _....._ 
Pertanian Provinsi Bengkulu dan Badanl Ketahanan Pangan Provinsi 
Bengkulu: 

u. urusan peternakan, dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi 
Bengkulu; 

v. urusan kelautan dan perikanan, ditaksanap<an oleh Dinas Perikanan cfari 
Kelautan Provinsi Bengkulu; 

w. urusan kehutanan, dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi 
Bengkulu; dan 

x. urusan komunikasi dan informatika, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi 
dan Informatika Provinsi Bengkulu. 

Bagian Kelima 

Evaluasi Permohonkm 

Pasal 13 

(1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) melakukan 
evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan Belanja 
Hibah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oieh Kepala SKPD. 

(2) Evaluasi dilakukan oleh Tim Evaluasi dan hasilnya disampaikan kepada 
Kepala SKPD. 

(3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pad ayat (1) melakukan koordinasi 
dan sinergitas atas evaluasi Belanja Hib h dengan Asisten Sekretaris 
Daerah sesuai lingkup tugasnya melalui Biro terkait pada Sekretariat 
Daerah. 

(4) Kepala SKPD menyampaikan hasil ev luasi Belanja Hibah berupa 
rekomendasi kepada Gubernur melalui Ketua TAPD. 

(5) Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) sesuai deng n prioritas dan kernampuan 
keuangan baerah, yang dituangkan d lam Daftar Nominatif Calon 
Penerima Belar,ja Hibah (DNC-PBH) 

(6) Ketua TAPD menyampaikan hasil perimbangan disertai DNC-PBH 
kepada Gubernur. 

(7) Gubernur menetapkan persetujuan atau penolakan DNC-PBH 
berdasarkan hasil evaluasi SKPD dan perlmbangan TAPD. 

(8) Persetujuan Gubernur terhadap DNC-F'BH dituangkan dalam bentuk 
Lembar Persetujuan Gubernur dan menjadi dasar pencantuman alokasi 
anggaran Belanja Hibah dalam i .ancangan KUA dan PPAS. 
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Bagian Keenam 

Penganggaran 

Pasal 14 

(1)Belanja Hibah berupa uang dicantumkan da am RKA-PPKD. 

(2)Belanja Hibah berupa barang atau jasa dica tumkan dalam RKA-SKPD. 

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) menjadi dasar penganggaran Belaja Hibah dalam APBD, sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) PPKD menganggarkan Belanja Hibah berupa uang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis 

belanja hibah, objek, dan rincian objek Bela irja Hibah. 

(5) SKPD menganggarkan Belanja Hibah berupa barang atau jasa 
sebagaimana d;maksud pada ayat (2) dalOm kelompok belanja langsung, 
yang diformulasikan dalam program dan egiatan, serta diuraikan dalam 
jenis belanja barang dan jasa, objek, da rincian objek Belanja Hibah 
barang atau jasa. 

(6) Rincian objek Belanja Hibah sebagaiman dimaksud pada ayat (4) dan 
ayat (5) memuat nama dan alamat len kap penerima ' serta besaran 

Belanja Hibah. 

(7) Nama dan alamat fengkap penerima se -ta besaran dan jenis Belanja. 
Hibah dituangkan dalam Penjabaran AP6D, sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 15 

(1) Berdasarkan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 
ayat (7), dibuat Cokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 

(2) JDPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari DPA PPKD untuk 
belanja hibah dalam bentuk uang dan DPA SKPD untuk belanja hibah 
dalam bentuk barang/jasa. 

(3) Dalam ha1 terdapat ketidaksesuaian antara permohonal: Belanja Hibah 
dengan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD terkait 
memberitahukan kepada Penerima Belanja Hibah untuk membuat 
dan/atau menyesuaikan proposal/permOhonan sesuai dengan besaran 
Belanja Hibah yang ditetapkan dalam 

Bagian KetujO 

Pelaksanaa jti  
Paragraf 1 

Umum 
Pasal 16 1 

(1) Pelaksanaan anggaran Belanja Hibah lberupa uang berdasarkan pada 
DPA-PPKD. 	 ■ 

(2) Pelaksanaan anggaran Belanja Hibl3h berupa barang atau jasa 
berdasarkan pada DPA-SKPD. 
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Paragraf 2 

NPHD 

Pasal 17 

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD, yang ditandatangani 
bersama oleh Gubernur dan Penerima BeiaNa 1 -',ibah. 

(2) NPHD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) didasarkan pada Penjabaran 
APED dan DPA. 

(3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat : 

a. Pemberi dan Penerima Belanja Hibah; 

b. jumlah dan tujuan pemberian Belanja Hibah; 

c. besaran/rincian penggunaan Belanja Hibah yang akan diterima; 

d. hak dan kewajiban; 

e. tata cara pencairan/penyaluran/penyera an Belanja Hibah; 

f. penggunaan Belanja Hibah; dan 

g. sanksi. 

(4) Gubernur dapat menunjuk pejabat di lingku gan Pemerintah Daerah yang 1: -1 

diberi wewenang untuk menandatangani N HD. 

(5) Pembuatan NPHD dilakukan oleh SKPD tekait dan berkoordinasi dengan 
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Be gkuiu. 

(6) Kepala SKPD bertanggungjawab atas substansi NPHD. 

(7) Format minimal NPHD tercantum dalam 1.ampiran, sebagai bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernut ini. 

Pasal 18 

Pencairan/oenyaluran Belanja Hibah dilak4an setelah penandatanganan 
NP1-4D. 

.4 

Paragraf 3 

Pencairan Belanja Hibah erupa Uang 

Pasal 19 

(1) Pencairan belanja hib3h didasarkan pada i3PP. PPKD dan NPHD. 

(2) Pencairan Belanja Hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme 
Dembayaran langsung, dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum 
Daerah ke rekening Penerima Belanja Hit*h. 

(3) Dalam hal pencairan Belanja Hibah begmpa uang dengan nilai diatas 
Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah,, Oilakukan secara bertahap maka 
pencairan tahap berikutnya dilakukan setelah Penerima Belanja Hibah 
menyampaikan laporan penggunaan E3Elanja Hibah tahap sebelumnya 
kepada Gubernur melalui SKPD terkait dengan tembusan kepada 
Bendahara belanja hibah. 
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Pasal 20 

(1) Penerimn Belanja Hibah berupa uang menajukan permohonan pencairan 

Belanja Hibah kepada Gubernur melalui junit kerja yang melaksanakan 
fungsi surat masuk pada Sekretariat Daerah dengan tembusan kepada 

Biro Pengelolaan Keuangan, dengan dilenekapi persyaratan administrasi, 
meliputi 

a. Belanja Hibah untuk Pemerintah darl Pemerintah Daerah Lainnya, 
terdiri dari : 

1. surat permohonan percairan Belanja Hibah, dilengkapi rincian 
rencana penggunaan Belanja Hibah yang disetujui oleh Kepala 
SKPD; 

2. NPHD; 

3. salinan/photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama 
pimpinan instansi atau Kepala Daeiah Penerima Belanja Hibah; 

4. salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama 
instansi dan/atau rekening Kas Umum Daerah Lainnya; 

5. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan 
dibubuhi cap instansi serta dicanti.imkan nama lerigkap pimpinan 
ir.stansi atau Kepala Daerah; 

6. surat pernyataan tanggungjawab; , 

7. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

h. Belanja Hibah untuk Perusahaan Daerah, terdiri dari : 

1. surat permohonan pencairan Ellanja Hibah, dilengkapi rincian 
rencana penggunaan Belanja Hibh; 

2. NPHD; 

3. salinan/photocopy KTP atas ama Direksi atau sebutan lain 
Perusahaan Daerah atau Perser an Penerima Belanja Hibah; 

4. salinan/phOlocopy rekening ba k yang masih aktif atas nama 
Perusahaan Daerah atau Perser an Penerima Belanja Hibah. 

5. kuitansi rangkap 4 (empat) be aterai cukup, ditandatangani dan 
dibubuhi cap Perusahaan 	aerah atau Perseroan serta 
dicantumkan nama lengkap ole Direksi atau sebutan lain. 

6. surat pernyataan tanggungjawab; dan 

7. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

c. Belanja Hibah untuk masyarakat, tOrdiri dari : 

1. surat permohonan pencairan ;Belanja Hibah dilengkapi dengan 
rinc;an rencana penggunaan Bellanja Hibah; 

2. NPHD; 

3. salinan/photocopy KTP atas hama Ketua Kelompok Masyarakat 
Penerima Belanja Hibah; 
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4. salinan/photocopy rekening bank y 

Kelompok Masyarakat Penerima Be 

5. kuitansi rangkap 4 (empat) bermat 

ketua/pimpinan atau sebutan lain 

Penerima Belanja Hibah dan dibu 

serta dicantumkar, nama !engkap k 
Ketua Kelompok Masyaraka! Pener 

rai cukup, ditandatangani oleh 

Ketua Kelompok Masyarakat 

uhi cap kelompok masyarakat 

tua/pimpinan atau sebutan lain 
ma Belanja Hibah; 

ng masih aktif atas nama Ketua 

l anja Hibah. 

6. surat pernyataan tanggungjawab. 

d. Belanja Hibah untuk organisasi kemasarakatan, terdiri dari : 

1. surat permohonan pencairan Belnja Hibah dilengkapi dengan 
ril)cian rencana penggunaan Belanj *  Hibah; 	. 

2. NPHD; 

3. salinan/photocopy KTP atas 9ama ketua/pimpinan/pengurus 

lembaga/organisasi Penerima Belanja Hibah; 

4. salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama 

lembaga/organisasi; 

5. kuitansi rangkap 4 (empat) berrnaterai cukup, ditandatangani 
ketua/pimpinan organisasi kema yarakatan dan. dibubuhi cap 
lembaga/organisasi 	serta 	di antumkan 	nama 	lengkap 

ketuaipimpinan atau sebutan I in ketua/pimpinan organisasi 

kemasyarakatan; 

6. surat pernyataan tanggungjawab. 

(2) Pengguna Anggaran/PPKD mengajukan Nota Persetujuan Pencairan 

kepada Gubernur. 

(3) Berdasarkan Persetujuan Gubernur, Pengguna Anggaran/PPKD 
memerintahkan kepada Bendahara belahja hibah untuk membuat Surat 

Permintaan Pembayaran Langsung (SPP IpLS). 

(4) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dinyatakan Iengkap maka PPK-IIPKD menerbitkan Surat Perintah 

Membayar (SPM) 

(5) Setelah SPM diterbitkan selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah 
(BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 

(6) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
(4) dan (5), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. , 

Pasal 21 

Penerima Belanja Hibah berupa uang be anggungjawab sepenuhnya atas 
kebenaran dan keabsahan dokumen per yaratan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 ayat (1). 
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Paragraf 4 

Penyaluran Belanja Hibah Berupa Barang atau Jasa 

Pasal 22 

(1) SKPD terkait melakukan .proses pengadaan barang atau jasa sesuai DPA-
SKPD dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

pengadaan barang dan jasa Pemerintah. 

(2) SKPD terkait mencatat barang atau jasa ' hasil pengadaan pada jenis 
belanja barang dan jasa, objek, rincian objbk Belanja Hibah barang atau 
jasa berkenaan, yang akan diserahkan kepada Penerima Belanja Hibah. 

(3) Penyerahan Belanja Hibah barang atau jas* dilakukan oleh Kepala SKPD 
terkait kepada Penerima Belanja Hibah, Setelah dilengkapi persyaratan 

sebagai berikut : 

a. bagi Belanja Hibah untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya, 
terdiri atas : 

1. Berita Acara Serah Terima dalam angkap 4 (empat) bermaterai 
cukup, ditandatangani dan dibub hi cap instansi atau Daerah 
Lainnya serta dicantumkan nama I ngkap pimpinan instansi atau 
BupatiA/Valikota; 

2. NPHD; 

3. salinan/photocopy KTP atas n4rna pimpinan instansi atau 
BupatiNValikota Penerima Belanja Hibah; dan 

4. surat pernyataan tanggungjawab; 

5. Persyaratan iainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

b. Belanja Hibah untuk Perusahaan Daerah, terdiri atas : 

1. Berita Acara Serah Terima rangk2ip 4 (empat) bermaterai cukup, 
ditandatangani dan dibubuhi cap Perusahaan Daerah atau 
Perseroan serta dicantumkan naMa lengkap Direksi atau sebutan 
lin; 

NPHD; 

3. salinan/photocopy KTP atas narna Direksi atau sebutan lain 
Perusahaan Daerah atau Perseroan; dan 

4. surat pernyataan tanggungjawab. 

5. Per . - atan lainnya sesuai k ■Etentuan peraturan perundang-
und,. 

c. Belan;•. 	untuk organisasi kemgyarakatan, terdiri - atas : 

1• 	Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat) bermaterai 
ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga/organisasi serta 

dicantumkan nama lengkap ketuOpimpinan lembaga/organisasi; 

2. NPHD; 

3. salinan/photocopy KTP atas nama ketua/pimpinan lembaga/ 
organisasi; dan 

4. surat pernyataan tanggungjawab. 
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d. Belanja Hibah untuk organisasi kemasyariakatan, terdiri atas : 

1. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat) bermaterai 

cukup dan ditandatangani serta dicantumkan nama lengkap 
Penerima Belanja Hibah; 

2. NPHD; 

3. salinan.'photocopy KTP atas nama PEnerima Belanja Hibah; dan 

4. surat pernyataan tanggungjawab. 

Bagian Kedelapab 

Penggunaan 

Pasal 23 

(1) Penerima Belanja Hibah wajib mengOinakan hibah sesuai NPHD 
dan/atau Perubahan NPHD. 

(2) Penerima Belanja Hibah dilarang mengalihkan hibah yang diterima 
kepada pihak lain . 

Bagian Kesembilan 

Pertanggungjawaban dan Pelaporan 

Pasal 24 

(1) Penerima Belanja Hibah bertanggungjawab, baik formal maupun material 
atas penggunaan Belanja Hibah yang diterimanya. 

(2) Pertanggungjawaban penggunaan - Belanja Hibah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), terdiri atas 

a. untuk penggunaan Belanja Hibah berpa uang, meliputi : 

1. laporan s penggunaan; 

2. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Belanja 
Hibahberupa uang yang diteriml telah digunakan sesuai dengan 

NPHD; dan• 

3. bukti-bukti pengeluaran yang len kap dan sah sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

b. untuk penggunaan Belanja Hibah bertipa barang atau jasa, meliputi 

1. laporan penggunaan; 

2. surat pernyataan tanggungjawab ;yang menyatakan bahwa Belanja 
Hibah berupa uang yang diterimb telah digunakan sesuai dengan 
NPHD; dan 

3. salinan bukti serah terima barangl atau jasa. 

(3) Penerima Belanja Hibah bertanggtlngjawab atas kebenaran dan 
keabsahan laporan penggunaan Belarja Hibah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf, b angka 1. 

(4) Penerima Belanja Hibah selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan 
bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang atau jasa 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hiiruf a angka 3 dan huruf b 
angka 3. 

(5) Penyimpanan bukti-bukti pengeluaran at u salinan bukti serah terima 
barang atau jasa sebagaimana dimaksu pada ayat (3) dilaksanakan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-und ngan. 

(6) Pertanggungjawaban pemerintah Provin 	Bengkulu atas pemberian 
belanja hibah meliputi: 

a. Perrr,ohonan dari calon penerima belanjia hibah kepada Gubemur; 

b. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerab; 

c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab da i p,enerima belanja hibah yang 
menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai 
dengan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah; dan 

d. SPM/SP2D dan bukti transfer/penyerahan uang serta kuitansi atas 
pemberian belanja hibah berupa uang atau bukti serah terima 
barang/jasa atas pemberian belanja hibah berupa barang/jasa. 

Pasal 25 

(1) Laporan penggunaan Belanja Hibah erupa uang dan barang/jasa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a angka 1 dan 
huruf b angka 1 disampaikan oleh P nerima Belanja Hibah kepada 
Gubernur melalui SKPD terkait 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai 
atau paling lambat tanggal 10 bulan Janu ri tahun anggaran berikutnya 

(2) SKPD menyampaikan Rekapitulasi pelnerimaan laporan penggunaan 

	

belanja hibah dan dokumen lapora 	penggunaan belanja hibah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Biro Administrasi 
Pembangunan setiap tanggal 5 bulan berb<utnya. 

(3) ,Biro Administrasi Pembangunan mengk ordinasikan dan mengendalikan 

  

penerimaan, pengadministrasian dan enyimpanan dokumen laporan 
penggunaan Belanja Hibah, serta menyampaikan rekapitulasi laporan 
penggunaan Belanja Hibah berupa uanh dan barang/jasa kepada PPKD 
melalui Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu setiap 
tanggal 10 bulan berikutnya. 

(4) SKPD terkait melakukan penagihan laporan penggunaan Belanja Hibah 
kepada Penerima Belanja Hibah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan. 

(5) Dalam hal pencairan dan/atau penyaluran Belanja Hibah oilakukan secara 

bedahap, maka Penerima Belanja Hibah berkewajiban : 

a. menyampaikan laporan pertanggurhgjawaban setiap .  tahapan paling 

lambat sebelum pelaksanaan pencairan/penyaluran tahap berikutnya; 
dan 

b. menyampaikan laporan pertangoungjawaban akhir tahun, yang 
disampaikan paling lambat tanggal, 10 bulan Januari tahun anggaran 

berikutnya. 

(6) Dalam hal pencairan/penyaluran Bel nja Hibah dilakukan pada akhir 

tahun anggaran, maka pertanggungja aban disampaikan paling lambat 2 

(dua) bulan setelah tahun anggaran be akhir. http://jdih.bengkuluprov.go.id
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Pasal 26 

(1) Laporan penggunaan Belanja Hibah sepagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 ayat (2) huruf a angka 1 dan hiuruf h angka 1 dibuat dengan 
sistematika paling sedikit meIipijti 

I. 	surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur; 

11. 	laporan kegiatan, terdiri atas 

a. latar belakang; 

b. rnaksud dan tujuan; 

c. ruang lingkup kegiatan; 

d. realisasi pelaksanaan kegiatan; 

e. daftar personalia pelaksana; dan 

f. penutup; 

III. 	laporan keuangan, meliputi : 

a. realisasi penerimaan Belanja Hibah; dan 

b. realisasi penggunaan; 

!V. 	lampiran. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada yat (1) bermaterai cukup dan 
dhandatangani, serta dibubuhi cap oleh ketua/kepala/pimpinan instansi 
Pemerintah, GupatiNValikota, Direktu 	atau sebutan lain, atau 

ketua/pimpinan organisasi masyarakat. 

(3) Dalam hal Belanja Hibah ditujukan kep 
kemasyarakatan yang berkaitan....denga 

pasantren, dan kelompok swadaya mas 
serta pengelolaannya berupa partisipa 
laporan penggunaan Belanja Hibah di 

da masyarakat dan organisasi 
n tempat peribadatan, pondok 

arakat yang bersifal non formal 
swadaya masyarakat, maka 

usun dalam bentuk surat yang 
,ditandatangani oleh ketua dan sekretaris serta memuat informasi minimal 

mengenai : 

a. realisasi peneripaan dan penggunaan Belanja Hibah; dan 

b. daftar personalia pelaksana. 

(4) Format minimal laporan penggunaa 	Belanja Hibah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan (2), sebaga mana dimaksud dalam Lampiran, 
sebagai bagian tidak terpisahkan dari P aturan Gubernur ini. 

Pasal 27 

(1) Belanja Hibah berupa uang dicatat setagai realisasi jenis Belanja Hibah 
pada PPKD dalam tahun anggaran berknaan. 

(2) Belanja Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek 

Belanja Hibah pada jenis belanja bar4ng dan jasa dalam program dan 

kegiatan pada SKPD terkait. 

(3) PPKD melakukan pencatatan realisasij Belanja Hibah, ..)ntuk selanjutnya 

dicantumkan pada Laporan Keuangan! Pemerintah Daerah dalam tahun 

anggaran berkenaan. http://jdih.bengkuluprov.go.id
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(4) Belanja Hibah berupa barang atau jasa yang belum diserahkan kepada 

Penerima Belanja Hibah sampai dengan aktir tahun anggaran berkenaan, 
dilaporkan sebagai persediaan dalarn neraca. 

(5) Realisasi Belanja Hibah berupa barang atau jasa dikonversikan sesuai 

dengan standar akuntansi pemerintahan paia laporan realisasi anggaran 

dan diungkapkan pada catatan atas laporan;keuangan dalam penyusunan 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

Bagian Kesepululti 

Audit 

Pasal 28 

(1) Belanja Hibah perupa uang dan barang atau jasa dengan nilai di atas 
Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) w4jib diaudit oleh Akuntan Publik 
paling lambat 25 (dua puluh l ■ rna) hari kerj4 setelah pelaksanaan kegiatan 
selesai, kecuali telah dilakukan audit oleh Irlspektorat Provinsi Bengkuki. 

(2) Audit Belanja Hibah yang dilakukan Akuntan Publik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), meliputi 

a. kesesuaian penggunaan Belanja Hibah dengan NPHD; dan 

b. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Penerima Belanja Hibah menunjuk Akuntan Publik dengan biaya• 
dibebankan pada Penerima Belanja Hibah yang bersangkutan. 

(4) Laporan Hasil Audit oleh Akuntan Publik atas Belanja Hibah berupa uang, 
disampaikan kepada Gubernur melalui Inspektorat Provinsi Bengkulu 
dengan tembusan disampaikan kepada Birk) Administrasi Pembangunan. 

(5) Laporan Hasil Audit oleh Akuntan Pubt atas Belanja Hibah berupa 
barang atau jasa, disampaikan kepada Gu ernur melalui SKPD terkait. 

BAB III 

BELANJA BANTUAN SOSIAL 

Bagian KesatI.J 

Penerima Belanja Bantvan Sosial 

Pasal 29 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan elanja Bantuan Sosial kepada 
anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah 
yang dilakukan secara selektif, dengan terlebih dahulu memprioritaskan 
pemenuhan belanja urusan wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(2) Pemberian Belanja Bantuan Sosial sebapaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditujukan untuk menunjang pencapaia ' sasaran program dan kegiatan 
Pemerintah Daerah dengan memperh tikan asas keadilan, kepatutan, 
rasionalitas, dan manfaat untuk masyara at. 

(3) Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
meliputi: 
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a. individu, keluarga, dan/atau masyaraat yang mengalami keadaan 

tidak stabil sebagai akibat dari krisis 	ekonomi, politik, bencana 
atau fenomena alam, agar dapat I memenuhi kebutuhan hidup 
minimum. 

b. lembaga non pemerintah yang memb angi pendidikan, keagamaan, 
sosial dan bidang lain, yang berperan melindungi individu, kelompok, 
dan/masyarakat dari kemungkinan terja inya risiko sosial. 

Bagian Kedua 

Kriteria Pemberian Bant an Sosial 

Pasal 30 

Belanja Bantuan Sosial bersifat tidak mengi at dan tidak wajib serta harus 
digunakan sesuai dengan proposal yang diaj an dan telah disetujui. 

Pasal 31 

(1) Pemberian Selanja Bantuan Sosial harus dilaksanakan dengan 
ketentuan : 

a. selektif; 

b. memenuhi persyaratan Penerima Belakija Bantuan Sosial; 

c. bersifat sementara dan tidak terus flenerus, kecuali dalam keadaan 
tertentu dapat berkelanjutan; dan 

d. sesuai dengan tujuan penggunaan. 

(2) Kriteria selektif sebagairnana dimaksiud pada ayat (i) huruf a, 
dimaksudkan bahwa Belanja Bantuan 'Sosial hanya diberikan kepada 
calon penerima yang ditujukan untuk melindungi yang bersangkutan dari 
kemungkinan risiko sosial. 

(3) Kriteria persyaratan Penerima Be!anja Bantuan Sosial sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:; 

a. memiliki identitas yang jelas; dan 

o. berdomisili di Bengkulu. 

(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus mener,,! -z sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan bahwa pemberian Belanja 
Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun 
anggaran. 

(5) Keadaan tertentu yang memungkinkan Belanja Bantuan Sosial dapat 
diberikan secara berkelanjutan sebagOmana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, dimaksudkan bahwa Belanja' Bantuan Sosial dapat diberikan 
setiap tahun anggaran sampai Penerirna Belanja Bantuan Sosial telah 
lepas dari risiko sosial. 

(6) Kriteria sesuai dengan tujuan penggurlaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d, meliputi : 

a. rehabilitasi sosial; 

b. perlindungan sosial; http://jdih.bengkuluprov.go.id
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c. pemberdayaan sosial, 

d. jaminan sosial; 

e. penanggulangan kemiskinan; dan 

f. penanggulangan bencana. 

Bagian Ketiga 

Bentuk Risiko Sosial 

Pasal 32 

Bentuk risiko sosial sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 31. ayat (2), meliputi: 

a. risiko yang terkait dengan siklus hidup,; seperti kelaparan, penyakit 
kekurangan gizi, cacat fisik dan/atau mental, usia lanjut, masyarakat 
terlantar, anak-anak yatim piatu, orang lanjut usia/jompo, orang sakit; 

b. rl&ko yang terkait dengan kondisi ekpnomi, seperti fakir miskin, 
pelajar/mahasiswa dari keluarga tidak marni)u, tuna wisma; 

c. risiko yang terkait dengan lingkungan, selerti kekeringan, banjir, gempa 
bumi, tanah longsor, bencana alam !lainnya, dar keterisolasian/ 
masyarakat tertinggal. 

Bagian Keempat 

Tujuan dan Jenis Ke iatan 

Paragraf 1 

Tujuan 

Pasal 33 

: i (1) Rehabi!itasi sosial sebagaimana dimak d dalam Pasal 31 ayat (6) 
shuruf a, dltujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan 
seseorang yang mengalami disfungsi s sial agar dapat melaksanakan 

fungsi sosialnya secara wajar. 
.4 

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) 
huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan 
dan kerentanan sosial seseorang, keluariga, dan kelompok masyarakat, 
agar ke!angsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan 
dasar minimal. 

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dirnksud dalam Pasal 31 ayat (6) 
huruf c, ditujukan untuk menjadikan atau Inemberdayakan seseorang atau 
kelompok masyarakat yang mengalamil masalah sosial agar mampu 
memenuhi kebutuhan dasarnya. 

(4) Jaminan sosial sebagairnwia dimaksud alam Pasal 31 ayat (6) huruf d, 
merupakan skema yang melembaga un uk menjamin Penerima Belanja 
Bantuan Sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang 
layak. 
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(5)Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
ayat (6) huruf e, merupakan kebijakan, pr!ogram, dan kegiatan yang 
dilakukan terhadap orang, keluarga, kelorOok masyarakat yang tidak 
mempunyai atau mempunyai sumber mata pncaharian akan tetapi tidak 
dapat memenuh kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. 

(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 
ayat (6) huruf f, merupakan se,rangkaian upaya yang ditujukan untuk 
rehabilitasi. 

Paragraf 2 

Jenis Kegiatan 

Pasai 34 

(1) Jenis kegiatan rehabilitasi sosial yang dapi3t diberikan Belanja Bantuari 

Sosial, meliputi 

a. pelatihan vokasional; 

b. pembinaan kewirausahaan; 

c. bimbingan mental spritual; 

d. bimbingan fisik: 

e. pelayanan aksesibilitas; 

f. bimbingan sosial dan konseling; 

g. bantuan dan asistensi sosial, dan/atau 

h. bimbingan resosialisasi 

(2) Jenis kegiatan perlindungan sosialyang dapat diberikan Belanja Bantuan 
Sosial, meliputi 

a. bantuan langsung; 

b. penyediaan aksesibilitas; 

'c. penguatan kelembagaan; 

d. advokasi sosial; dan/atau 

e. bantuan hukurri. 

(3) Jenis kegiatan pemberdayaan sosial ang dapat diberikan Belanja 
Bantuan Sosial, meliputi : 

a. peningkatan kemauan dan kernampu 

b. pelatihan keterampilan; 

c. pemberian St:mulan modal; 

d. peralatan usaha dan tempat usaha; 

e. peningkatan akses pemasaran hasil saha; 

f. penataan lingkungan; 

g. supervisi dan advokasi sosial; 

h. penguatan keserasian sosial; dan 

pendampingan. 
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(4) Jenis kegiatan jaminan sosial yang dapat diberikan Belanja Bantuan 

Sosial, me!iputi tunjangan berkelanjutan dan bantuan iuran asuransi 

kesejahteraan sosial. 

(5) Jenis kegiatan penanggulangan kemiskina yang dapat diberikan Belanja 
Bantuan Sosial, meliputi : 

a. penyuluhan dan bimbingan sosial; 

b. pelayanan sosial; 

c. penye.diaan akses kesempatan kerja da berusaha; 

d. penyediaan akses pelayanan kesehata dasar; 

e. penyediaan akses pelayanan pendidika dasar; 

f. penyediaan akses pelayanan perumah dan pemukiman; dan 

g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil 

usaha. 

(6) Jenis kegiatan penanggulangan bencanai yang dapat diberikan Belanja 

Bantuan Sosiai, meliputi : 

a. penyediaan dan penyiapan pasokan pemenuhan kebutuhan dasar, 
berupa air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, kesehatan, dan 
penampungan; 

b. pemulihan darurat prasarana dan sarana; 

bantuan perbaikan rumah masyarakat; 

d. santunan duka cita; dan 

e. santunan kecacatan. 

(7) Kegiatan sebagaimana dimaksud -;3ada a$/at (1), (2), (3), (4), .(5), dan (6) 
dapat ditakukan dalam bentuk kegiatan fisik dan/atau non fisik. 

Bagian Kelir13 

Pengajuan dan Persyarat4 Permohonan 

Pasal 35 

(1) Perorangan, keluarga, dan/atau m,arakat serta lembaga non 
pemerintah mengajukan permohonan tertulis Belanja Bantuan Sosial 
kepada Gubernur. 

(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimallsud pada ayat 1`„ dilaksanakan 
dengan ketentuan: 

a. bagi lembaga non pemerintahan, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh 
ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan 

b. bagi Individu, ke.luarga, dan/atau masyarakat, ditandatangani oleh 
pemohon dan diketahui serta dibubuh:i cap RT/RW. 
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Pasal 36 

(1) Permohonan tertulis bagi len-tbaga n n pemerintahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, dilengkapi propoSal yang paling 

sedikit memuat informasi tentang : 

a. latar belakang; 

b. maksud dan tujuan; 

c. hasil yang diharapkan; 

d. lokasi pelaksanaan; 

e. waktu pelaksanaan; 

f. data umum organisasi/lembaga; 

g. alamat lengkap; 

h. daftar personalia pelaksana dan susUnan kepengurusan lembaga: 

i. rencana anggaran biaya; 

j. nomor rekening bank yang masih beiilaku; 

k. NPWP Iei-nbaga; dan 

I. penutup. 

(2) Selain proposal sebagaimana dimak ud pada ayat (1), permohonan 
Belanja Bantuan Sosial bagi lembaga on pemerintah, wajib melampirkan 
persyaratan administrasi. 

(3) Persyaratan adm4listrasi permohona 	Belanja Bantuan Sosial bagi 
lembaga non pemerintah, meliputi : 

a. Akta Notaris mengenai pendirian embaga atau dokumen lain yang 
dipersamakan; 

b. surat pernyataan tanggungjawab; 

c. NPWP; 

d. surat keterangan domisili lembaga tiari Desa/Kelurahan setempat; 

e. izin operasion'a1/tanda daftar lemba,ba dari instansi yang berwenang; 

f. bukti kontrak sewa gedung/bangOan, bagi lembaga yang kantornyz 

menyewa; 

g. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku ata: 
nama ketua dan sekretaris atau sek)utan lain; dan 

h. salinan rekening bank yang masihlaktif atas nama lembaga. 

(4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1)1 huruf k dan ayat (2) huruf a, c, 

dan f, urtuk Belanja Bantuan Sosi I kepada lembaga non pemerint 
yang bersifat non formal, yang ber eran melindungi individu, kelompc 
dan/masyarakat dari kemungkinan te 'adinya risiko sosial. 

Pasal 37 

Permohonan tertulis bagi individu, keluarga, dan/atau masyara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, paling sed 

memuat informasi tentang 
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a. maksud dan tujuan penggunaan; 

b. jumlah Belanja Bantuan Sosial yang dimohokan; 

c. identitas lerigkap Penerima Belanja Bantuarj Sosial, terdiri atas 

nama lengkap; 

2. tempat/tanggal lahir; 

3. alamat lengkap; 

4. nomor KTP; 

5. pekerjaan/aktivitas; 

6. status perkawinan; dan 

7. nomor rekening bank. 

	

d. salinan/photocopy nomor rekening atas 	Penerima Belanja Bantuan 

Sosial; dan 

e. salinan/photocopy KTP yang masih berlaku •  

Pasal 38 

(1) Surat .permohonan, proposal dan peryaratan administrasi Belanja 
Bantuan Sosial sebagaimana dimaksugi dalam Pasal 35 dan 36 
disampaikan dan diadministrasikan/dicatat melalui unit kerja yang 
melaksanakan fungsi surat masuk pada Sekretariat Daerah. 

(2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyeleksian 
terhadap permohonan dan dokumen proposal Belanja Bantuan Sosial, dan 
selanjutnya dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara surat permohonan 
dengan dokumen proposal, maka surat permohonan berikth dokumen 
proposalnya dikembalikan kepada Pemohpn Bantuan Belanja Sosial yang 
bersangkutan. 

(3) Dalam hal surat permohonan dan dokutnen proposal Belanja Bantuan 
• Sosial sesuai persyaratan administratif, maka unit kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meneruskan sUrat permohonan dan dokumen 
proposal kepada GLbernur. 

(4) Gubernur menugaskan Sekretaris Daerah supaya memerintahkan Asisten 
Sekretaris Daerah mendistribusikan s+t permohonan dan dokumen 
proposal Belanja Bantuan Sosial kepada , KPD yang membidangi. 

(5) Asisten Sekretaris Daerah mendistrib sikan surat permohonan dan 
dokumen Proposal Belanja Bantuan Sosial kepada SKPD yang 

	

membidangi dan memerintah untuk 	aluasi sesuai dengan bidang 
penyelenggaraan urusan pemerintahan, eliputi : 

a. urusan pendidikan, dilaksanakan leh Dinas Pendidikan Provinsi 
Bengkulu; 

b. urusan kesehatan, dilaksanakan clleh Dinas Kesehatan Provinsi 
Bengkulu; 

c. urusan penanggulangan bencana, dilaksanakan oleh Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Prbvinsi Bengkulu; 
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d. urusan kesejahteraan sosial, di;aksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi 

Bengkulu; 

e. urusan pemberdayaan perempuan 'dan perlindungan anak, 

dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan perempuan dan KB Provinsi 

Bengkulu; 

f. urusan sosial dan keagamaan, dilaksa 
Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah 

g• urusan kepemudaan dan olah raga, dilak 
dan Olahraga Provinsi Bengkulu; dan 

h. urusan pemberdayaan masyarakat dan d 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pe 
Jawa Barat. 

akan oleh Birt: Admnistrasi 
rovinsi Bengkulu; 

anakan oleh Dinas Pemuda 

sa, dilaksanakan oleh Badan 
nerintahan Desa Provinsi 

Bagian Ketujuh 

Evaluasi Permohonpn 

Pasal 39 

(1) SKPD terkait melakukan evaluasi terhadap keabsahan dan kelengkapan 
persyaratan pei mohonan Belanja Bantuan Sosial berdasarkan pedoman 
yang ditetapkan oleh Kepala SKPD. 

(2) Evaluasi dilakukan oleh Tim Evaluasi dani hasilnya disampaikan kepada • 
 Kepala SKPD. 

(3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi 
dan sinergitas atas evaluasi yang_..dilakuan dengan Asisten Sekretaris 
Daerah sesuai lingkup tugasnya melalui Biro terkait pada -Sekretariat 
Daerah. 

(4) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) menyampaikan hasil 
evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui Ketua TAPD. 

(5) Ketua TAPD memberikan pertimbangan tas rekornendasi sebagaimana 
d ■ rnaksud pada ayat (3) sesuai dengpn prioritas dan kernamppan 
keuangan Daerah, yang dituangkan alam Daftar Nominatif Calon 
Penerima Be!anja Bantuan Sosial (DNCP- BS). 

(6) Ketua TAPD menyampaikan hasil pe imbangan disertai DNCP-BBS 
kepada Gubernur 

(7) Gubernur menetapkan persetujuan atzu penolakan DNCP-BBS 
berdasarkan hasil evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD. 

(8) Persetujuan Gubernur terhadap DNCP•BBS dituangkan dalam bentuk 
Lembar Persetujuan Gubernur dan menjadi dasar pencantuman alokasi 
anggaran Belanja Bantuan Sosial dalam rancangan KUA dan PPAS. 
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Bagian Kedelapan 

Penganggaran 

Pasal 40 

(1)Belanja Bantuan Sosial berupa uang oicanturnkan dalam RKA -PPKD. 

(2)Belanja Bantuan Sosial berupa barang dicantHkan dalam RKA-SKPD. 

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana raksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) menjadi dasar penganggaran Beanja Bantuan Sosial dalam 
APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) PPKD menganggarkan Belanja Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis 
Belanja Bantuan Sosial, objek, dan rincian objek Belanja Bantuan Sosial. • 

(5) SKPD menganggarkan Belanja Bantuan Sqsial berupa barang atau jasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalarn kelompok belanja langsung, 
yang diformulasikan dalam program dan kegiatan, serta diuraikan dalam 
jenis belanja barang dan jasa, objek, dan cincian objek Belanja Bantuan 
Sosial barang atau jasa. 

(S) Rincian cbjek Belanja Bartuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) dan ayat (5) memuat nama dan al*nat lengkap pcnerima serta 

besaran Belanja Bantuan Sosial, 

(7) Nama dan alamat lengkap penerima serta besaran Belanja Bantuan Sosial • 

dan jenis Belanja Bantuan Sosial dituangkarl dalam Penjabaran APBD. 

Pasal 41 

(1) Berdasarkan Penjabaran APBD seSagaim na dimaksud dalam pasal 40 
ayat (7), dibuat Dokumen Pelaksanaan An garan (DPA). 

(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) terdiri dari DPA PPKD untuk 
belanja bantuan. sosial cialam bentuk uand dan DPA SKPD untuk belanja 

b .antuan sosial dalam bentuk barang. 

(3) Dalam hal terdapat.ketidaksesuaian antar permohonan Belanja bantuan 
Sosial dengan DPA sebagaimana dimaks d pada ayat (2), Kepala SKPD 
terkait memberitahukan kepada Penerim Belanja Bantuan Sosial untuk 
membuat dan/atau menyesuaikan propo ?al/permohonan sesuai dengan 
besaran Belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan dalam DPA. 

Bagian Kesembilan 

Pelaksanaan 

Pasal 42 

(1) Pelaksanaan anggaran Belanja Bantuan 	berupa uang berdasarkan 
pada DPA-PPKD. 

(2) Pelaksanaan anggaran Belanja Bantuan Sosial berupa barang 
berdasarkan pada DPA-SKPD. 
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Bagian Kesepuluh 

Pencairan Bantuan Sosiai Berupa Uang 

Pasal 43 

(1) Pencairan Belanja Bantuan Sosial didasarkar) pada DPA-PPKD. 

(2) Pencairan Belanja Bantuan Sosiai berupa uang dilakukan dengan 
mekanisme pembayaran langsung (LS), daril disalurkan melalui Rekening 
Kas Umum Daerah ke rekening Penerima Belanja Bantuan Sosial. 

( 1 ) 

Pasal 44 

Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa uang mengajUkan permohonan 
pencairan Belanja Bantuan Sosial kepadE Gubernur melalui unit kerja 
yang melaksanakan fungsi surat masuk paa Sekretariat Daerah dengan 
tembusan kepada Biro Keuangan, derilgan dilengkapi persyaratan 
administrasi, meliputi : 

Belanja Bantuan Sosial untuk individu, terdiri dari 

surat perrnohonan pencairan Belanj Bantuan Sosial; 

2. salinan/photocopy KTP atas nama Penerima Belanja Bantuan 
Sosial; 

.alinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas Penerima 
elanja Bantuan Sosial; 

4. kuitan& rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan 
dicantumkan nama lengkap Penerima Belanja Bantuan Sosial; 

5. surat pernyataan tanggungjawab. 

b. Belanja Bantuan Sosial untuk keluarga, terdiri dari : 

1. surat permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial; 

2. salinan/photocopy KTP atas nania kepala keluarga Penerima 
Belanja Bantuan Sosial; 

3. salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama 
kepala keluarga Penerima Belanja antuan Sosial; 

4. kuitansi rangkap 4 (empat) bermalterai cukup, ditandatangani dan 
dicantumkan nama lengkap kepala keluarga Penerima Belanja 
Bantuan Sosial; 

5. surat pernyataan tanggungjawab. 

c. Belanja f3antuan Sosial untuk mas arakat dan/atau lembaga non 
pemerintah, terdiri dari : 
1. surat permohonan pencairan Bel nja Bantuan Sosial, dilengkapi 

rincian rencana penggunaan Bela a Bantuan Sosial; 
2. salinan/photocopy KTP atas n ma ketua/pimpinan pengurus 

lembaga/organisasi Penerima Bel nja Bantuan Sosial; 
3. salinan/photocopy rekening ban yang masih aktif atas nama 

lembaga/organisasi; 
4. kuitansi rangkap 4 (empat) berm terai cukup, ditandatangani, dan 

dibubuhi cap lembaga/organisasi erta dicantumkan nama lengkap 
ketua/pimpinan pengurus lembag /organisasi atau sebutan lain; 

5. surat pernyataan tanggungjawab. 

a. 

1. 
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(2) Pengguna Anggaran/PPKD mengajukan Neta Persetujuan Pencairan 
kepada Gubernur. 

(3) Berdasarkan Persetujuan Guber,  nur, PrIgguna Anggaran/PPKD 
memerintahkan kepada Bendahara belan a Bantuan Sosial untuk 
membuat Surat Permintaan Pernbayaran Lancsung (SPP-LS). 

(4) Apabila dOkUmen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dinyatakan lengkap maka PPK-PPK1 menerbitkan Surat Perintah 
Membayar (SPM) - 

(5) Setelah SPM diterbitkan selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah 
(BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan ana (SP2D) 

(6) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaim na dimaksud pada ayat (3), 
(4) dan (5), dilaksanakan sesuai ketent an peraturan perundang-
undangan. 

Pasal 45 

Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa 	bertanggungjawab atas 
kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang disampaikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasai 44 ayat (1). 

Bagian Kesebelas 

Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Berupa Barang 

Pasal 46 

(1) SKPD terkait melakukan proses pengadaan barang sesuai DPA-SKPD 
dan ketentuan peraturan perundang-undarhgan di bidang pengadaan 
barang dan jasa pemerintah. 

(2) SKPD mencatat barang hasil pengadaan p da jenis belanja barang dan 
jasa, objek, rincian objek Belanja Bantuan S sial barang berkenaen, yang 
akan diserahkan kepada Penerima eelanja B ntuan Sosial. 

(3) Penyerahan Belarja Bantuan Sosial berupa tparzng dilakukan oleh Kepala 
SKPD kepada Penerima Belanja Bantuan Sokial, yang meliputi : 

a. bagi Belanja Bantuan Sosial untuk individu, terdiri atas : 

1. Berita Acara, Serah Terima rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, 
ditandatangani dan dicantumkan narrila lengkap Penerima Belanja 
Bantuan Sosial; 	 i 

2. salinan/photocopy KTP atas nama i Penerima Belanja Bantuan 
Sosial; 	 ,  

3. surat pernyataan tanggungjawab. 

b. bagi Belanja Bantuan Sosial untuk keluarba, terdiri atas : 

1. Berita .4cara Serah Terima rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, 
ditandatangani dan dicantumkan nrna lengkap kepala keluarga 
Penerima Belanja Bantuan Sosial; 

2. salinan/photocopy KTP atas nama kepala ketuarga Penerima 
Belanja Bp.ntuan Sosial; 

3. surat pernyataan tanggungjawab. 
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c. bagi Belanja Bantuan Sosial untuk kelomlok masyarakat/lembaga non 
pemerintah, terdiri atas : 

1. Berita Acara Serah Terima rangkap (empat) bermaterai cukup, 
ditandatangani dan dibubuhi cap, sPrta dicantumkan nama lengkap 
ketua/pimpinan atau sebutan lain kel mpok masyarakat/ lembaga 
non pemerintah; 

2. salinan/photocopy KTP ketua/pimpinap atau sebutan lain kelompok 
masyarakat/ lembaga non pemerintah 

3. surat pernyataan tanggungjawab. 

Bagian Keduabelas 

Penggunaan 

Pasal 47 

(1) Penerima Belanja Bantuan Sosial wajib rnenggunakan uang dan/atau 
barang yang diterima sesuai dengan peruntykan yang dicantumkan dalam 
proposal permohonan yang diajukan dan telah disetujui. 

(2) Penerima Belanja Bantuan Sosial dilarang mengalihkan uang dan/atau 

barang yang diterima kepada pihak lain. 

Bagian Ketigabelas 

Pertanggungjawaban dan Pelaporan 

Paragraf 1 

Pertanggungjawabpan 

Pasal 48 i  

(1) Penerima Belanja Bantuan Sosial bertan gungjawab secara formal dan 
materlil atas penggunaan Belanja Bantuan Sosial yang diterimanya. 

(2) Pertanggungjawaban Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. laporan penggunaan; 

b. surat pernyataan tanggungjawab ya g menyatakan bahwa Belanja 
Bantuan Sosial yang diterima telah di,cynakan sesuai dengan proposal 
yang telah disetujui; 

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan bagi Penerima Belanja Bantuan Sosial 
berupa uang: 

d. salinan Berita Acara Serah Terima barang bagi Penerima Belanja 
Bantuan Sosial berupa barang. 

rl (3) Penerima Belanja Bantuan Sosial berta ggungjawab atas kebenaran dan 
keabsahan laporan penggunaan Belan a Bantuan Sosial sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a. 

(4) Penerima Belanja Bantuan Sosial sElaku objek pemeriksaan, wajib 
menyimpan bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) h uf c dan d. 
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(5) Penyimpanan bukti-bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima 
barang sebagaimana dimaksud pada ay t (4) dilaksanakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Bengkulu atas pemberian 
belanja bantuan sosial meliputi: 

a. permohonan dari calon penerima belanja bantuan sosial kepada 
Gubernur; 

b. surat keterangan tanggung jawab dari pelnenma belanja bantuan sosial 
yang menyatakan bahwa belanja bantu6n sosial yang diterima akan 
digunakan sesuai dengan usulan; 

c. SPM/SP2D dan bukti transfer/penyeTRahan uang atas pemberian 
belanja bantuan sosial berupa uang; 

d. Berita Acara Serah Terima barang at* pemberian belanja bantuan 
sosial berupa barang. 

Paragraf 2 

Pelaporan 

Pasal 49 
(1) Laporan penggunaan Belanja Bantuan s sial berupa uang dan barang 

sebagaimana dimaksud dalarr. Pasal 48 ayht (2) huruf a disampaikan oleh 

Penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui SKPD terkait 

1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 

bulan Januari tahun anggaran berikutnya. 

(2) SKPD menyampaikan Rekapitutasi penerimaan laporan penggunaan 

belanja bantuan sosial dan dokumen laporan penggunaan belanja bantuan 

sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Biro Administrasi 

Pembangunan setiap tanggal 5 bulan berikutnya. 

(3) Biro Administrasi Pembangunan mengkoOrdinasikan dan mengendalikan 

penerimaan, pengadministrasian dan lenyimpanan dokumen laporan 

penggunaan Belanja Bantuan Sosial, serta menyampaikan rekapitulasi 

laporan penggunaan Belanja Bantuan Sostal berupa uang dan barang/jasa 

kepada PPKD melalui Biro Pengelolaap Keuangan Sekretariat Daerah 

Provinsi Bengkulu, setiap tanggal 10 bulain berikutnya. 

(4) SKPD terkait mengirim surat perminta n laporan penggunaan Belanja 

Hibah kepada Penerima Belanja Bantua n Sosial secara berkala setiap 3 

(tiga) bulan. 

(5) Da!am hal pencairan/penyaluran Belanj Bantuan Sosi dilakukan pada 

akhir tahun anggaran, maka pertang ungjawaban disampaikan paling 

lambat 2 (dua) bulan setelah tahun angg ran berakhir. 

Pasal 50 

(1) Laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial disusun dalam surat yang 

memuat realisasi penggunaan/peruntukan dan uraian mengenai Belanja 
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Bantuan Sosial yang diterima sesuai dengan proposal yang telah disetujui, 

serta ditandatangani oleh kepala keluarga Penerima Belanja Bantuan 

Sosial; 

(2) Format minimal laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari PeraturanIGubernur ini. 

Pasal 51 

(1) Belanja Bantuan Sosial berupa uang, di atat sebagai realisasi jenis 

Belanja 13ntuan Sosial pada PPKD dalam t hun anggar.an berkenaan. 

(2) Belanja Bantuan Sosial berupa barang, d catat sebagai realisasi objek 

Belanja Bantuan Sosial pada jenis belanja b rang dan jasa dalam program 

dan kegiatan pada SKPD terkait. 

(3) PPKD melakukan pencatatan realisasi Belanja Bantuan Sosial, untuk 

selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
dalam tahun anggaran berkenaan. 

(4) Belanja Bantuan Sosiat berupa barang 4ng belum diserahkan kepada 
Penerima Belanja Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran 
berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca. 

(5) Realisasi Belanja Bantuan Sosial berupa barang, dikonversikan sesuai 

standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran, dan 

diungkapkan pada catatan atas laporan' keuangan dalam penyusunan 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah'; 

BAB IV 
TIM EVALUASI PERMOHONAN 

Pasal 52 ; 
(1) Dalam rangka pelaksanaan evaluasi atas keabsahan dan kelengkapan 

permohonan Belanja Bantuan Hibah dan permohonan Belanja Bantuan 
Sosial, Kepala SKPD terkait membentuk Tim Evaluasi. 

(2) Tim Evaluasi sebaaaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian 
dan/atau peninjauan lapangan atas ; keabsahan dan kelengkapan 
permohonan. 

(3) Hasil evaluasi permohonan Belanja Bantuan Hibah dan permohonan 
BelanjaBantuan Sosial dituangkan dalam berita acara, untuk selanjutnya 
disampaikan kepada Kepala SKPD. 

BAB V 
MONITORING, EVALUASI QAN PENGAWASAN 

Pasal 53 
(1) SKPD terkait melakukan monitoring, dan evaluasi atas pemberian, 

pe!aksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Hibah dan 
Belanja Bantuan Sosial. 

http://jdih.bengkuluprov.go.id

http://jdih.bengkuluprov.go.id


• 

36 

BAB Vill 

KETENTUAN PENU1- UP 
Pasal 56 

HaI-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubemur ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi 
Bengkulu. 

Pasal 57 

Dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, 
Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan 
Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah harus 
sesuai dengan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku 

Pasal 58 

Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pe9ganggaran, Pelaksanaan Dan 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan 
Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah mulai berlaku pada Tahun 
Anggaran 2012 

• 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya!memerintahkan pengundangan 

Peraturanthernur tni dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 
Bengkulu. 

• 
Ditetap an cli.Bengku(u 
pada t nggal 	- t2  2-0  ki 

Plt. GU ERNUR ENGKULU 
W KIL GU RNUR 

H. JUNAIDI HAMSYAH 

Diundangkan di Bengkulu 
pada tanggal 3o - t2 - 2ou 

SEKRETARIS DAERAH 
	 1 

AWI A. LAMAT. 

OR 35 BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2011 NO 
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LAMPIRAN 	PERATURAN GUBER UR BENGKULU 
NOMOR 	 TAHUN 2011 
TANGGAL 	 2011 
TENTANG • TAT 	CARA 	PENGGANGGARAN, 

PE SANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 
PER NGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN 
SER MON1TORING DAN EVALUASI BELANJA 

HIB H DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG 
BER UMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH 

FORMAT - A 

CONTOH FORMAT 

SURAT PENGANTAR KEPALA SKPD KEPADA GUBERNUR TENTANG HASIL 
EVALUASI PERMOHONAN BELANJ , HIBAH 

KOP SURAT SKPD 

	 20XX 

(tempat), (tgl/bulan) (tahun) 

Kepada 
Nomor 	 Yth. GubernLr Bengkulu 
Sifat 	 U.p. Ketua Tirn Anggaran Pemerintah 
Lampiran 	: 1 (satu) Berkas 	 Daerah 
Hal 

	

	: Hasil Evaluasi Permohonan 
Belanja Hibah Daerah Tahun 
Anggaran 20XX 	 Di 

Bengkulu 

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor ...Tahun 2011 tentang 
Tata Cara Pengangga:an, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
'Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi 
Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, kami telh melakukan evaluasi atas 
proposal permohorran belanja dan mempertimbangkan prioritas serta. 
keterkaitan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintah 
Provinsi Bengkulu. 

Jumlah permohonan sebanyak 	proposal senilai Rp 	dan 
berdasarkan hasil evaluasi telah disetujui sebanyak 	 proposal senilai 
Rp 	  yang terdiri dari: 

r 

 

No 
, 

• 	

Uraian JUMlah 
Proposal 

Nilai (Rp) 

1. Permohonan Belanja Hibah Daerah bierupa 
Uang 

2. Permohonan Belanja Hibah Daerah berupa 
Barang/Jasa 
Jumlah 

Sebagai bahan pertimbangan Bapa 
Berita Acara Evaluasl dan Dattar Nominatif 
Daerah dimaksud. 

, 	 terlampir kami 	sampaikan 
Calon Penerima Belanja Hibal- 
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Demikian kami sampaikan, atas perkehan dan perhatian Bapak 
diucapkan terima kasih. 

Kepala SKPD 	 

(nama jelas pirnpinan/ditanda tangani/di cap) 

•4 
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Uraian 

Belanja Hibah — 
uang  
Belanja Hibah-
barang/Jasa  

Permohonan Yang 
	 Masuk  
Jumlah 	Nilai (Rp) 	Jumlah 

Keterangan 
Nilai (Rp) 

Hasil Evaluae 

Total 

FORMAT — A.1 

CONTOH FORMAT 

BERITA ACARA HASIL EVALUA I 
PERMOHONAN BELANJA HIBA H 

Pada hari ini 	 Tanggal 	Bulan. .Tahun 	 kami Tim Evaluasi 

Surat Keputusan Kepala SKPD 	 Nomor 	4nggal 	telah melakukan 
Permohonan Belanja HibahDaerahpada 	 yang dibentuk berdasarkan 

evaluasi atas permohonan belanja hibandaerah Tahun Anggaran 20>OC. 

Berdasarkan hasil evatuasi, kami memberikan penilaian sebaga‘ berikut: 

Rincian hasil evaluasi disajikan sebagaimana terlampir: 
1. Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah Daerah - Uang 
2. Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah Daerah—Barang/Jasa 

Demikian Berita Acara ini, kami buat dengan penuh tanggun ajwab dalam rangkap 4 (empat) 
rangkap untuk dlpergunakan seperlunya. 

TIM EVALUASI 

Nama Lengkap/NIP 
1 	  
2 	  
3 	dst 

Tanda Tangan 
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1.  

3 
E 

2 	 3 	 4 	■ 	5 6 

TOTAL 

FORMAT - A 2 

CONTOH FORMAT 

DAFTAR NOMINP,T1F CALON. PE-NER1MA BELP,NJA HIBAH 
(01-1C-1-'5H) 

TAH1JN ANGGARAN 	 

Nama SKPD • 	 ; 
Jenis Belanja Hibah: Uans:Bai - ang/Jasa  ". 

I 	 esark,n Belanja. Hibah \ 	, 

No 	Nama Calon Penerima i  Ket Alamat , P.encan3 	 (Rp 	  
Leng1;:lp I Penggunzan 	, 	 Hasil 

• ermohonan Evzluas i 

	 tglibulan/tahJr7 

	

Kepala OPD... 	 Keltua Tim Evaluasi 

	

(narna jelas/NIP/di 	 (nama Ielas/NIP 

Ket: 
') Coret yang tidak perLI 
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Nilai (Rp) Jumlah Plroposal 
Nama SKPD No 

Baranq Uang Baranq Uang 

2.  
ast 

Jumlah 

1. 

FORMAT - B 

CONTOH FORMAT 

SURAT PENGANTAR KETUA TAPD KEPADA GUBERNUR TENTANG 
PERTIMBANGAN PERMOHONAN BELANJA HIBAH 

KOP SURAT TAPD 

	20XX 

Vempat), (tgl/bulan) (tahun) 

1 (satu) Berkas 
. Hasil 	 Pertimbangan 

Permohonan Belanja Hibah 
Tahun Anggaran 20XX 

Sesuai dengan Peraturan Gubernur No 
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaa 
Pertanggungjawabandan Pelaporanserta Monito 
Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang b 
Pendapatan • dan Belanja Daerz.- h,sertamemp 
permohonan belanja hibah dari SKPD terkai 
penelaahan disesualkan dengan kemampuani keuangan daerah dan 
mempertimbangkan prloritas pemenuhan bel4nja urusan wajib yang 
diteta2kan dalam peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan hasil penelaahan tarsebut, !kami melaporkan bahwa 
yang melakukan evaluasi permohonan belanja hibah sebanyak 	 
SKPD, dengan jumlah permohonan seban ak 	proposal senilai 
Rp 	dan berdasarkan hasil penelaahan ka mi dapat dipertimbangkan 
untuk disetujui sebanyak 	proposal senilai Rp 	  yang 

.terdiri dari: 

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami sampaikan Daftar 
Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah untuk irnasing-masing SKPD. 

Demiklan, atas perkenan dan persetujuah Bapak diucapkan terima 
kasih. 

Ketua TAPD 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

Kepada 	• 

Yth. Gubernur Ejrigkulu 

Di 
Bengkqu 

or ...Tahun 2011 tentang 
ndan Penatausahaan, 
ing dan EvaliAasi Belanja 
rsumber dari Anggaran 
rhatikan hasil evaluasi 

kami telah melakukan 

(r.ama jelas pimpinan/ditanda tangani/di cap) 
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FORMAT — B.1 

CONTOH FORMAT 

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA E3ELAN,IP. HIBAH 
(DNC-PBH) 

HASIL PERT1MBANGAN TA D 
TAHUN ANGGARAN 	 

Nama OPD 	  
Jenis Belan a Hibah: Uan /Baran /Jasa* 

No 

Nama 
Lengkap 

Calon 
Penerima 

Alamat 
Lengkap 

Rencana 
Penggunaan 

Besaran Belanja Hibah (Rp) Ket . 	 . 

Permohonan 
i 	Hasil 	1  
valuasi 
SKPD 

Pertimbangan 
TAPD 

2 a a s 6 7 8 
1 

3. dst 	, 

. -- 

.TOTAL 

	,1g1/bulanitahun 

Tim TAPD Kepala OPD 

(nama jelas/NIP) (nama jelas/NIP/di cap) 	• 

*) Coret yang tidak perlu 
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FORMAT - C 

CONTOH FORMAT 

DAFTAR NOM1NAT1F CALON PENER1MA ELANJA H1BAH 
(DNC-PBH) 

PERSETUJUAN GUBERNU 
TAHUN ANGGARAN 	4• 

Nama SKPD • 	  
Jenis Belanja Hibah: Uang/Barang/Jasa*) 

No  

Nama 
Lengkap 

Calon 
Penerima 

Alamat 
Lengkap 

Bes ran Belan'a Hibah R• 
Rencana 

Penggunaan 
asll 

Permohonan 	Ev :luas1 
S PD 

Pertlmbangan 
TAPD 

Persetujuan 
Gubernur 

1 2 3 4 5 	 6 
1. 

.. 

---4 
3 . dst 	 

TOTAL 

	, tgl/bulan/tahun 

• Gubefriur Bengkulu 

( 

.4 

Coret yang tidak perlu 
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FORMAT — D 1 

CONTOH FORMAT 

NASKAI-k PERJAKIIAN BELAI\LIA HIBAH QAERAH (NPHD) 
BERUPA UANG (s/d Rp.100.000.000,00) 

bulan     tahun 	  Pada hari ini 	  tanggal 
yang bertanda tangan di bahwa ini: 

I. Nama 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 
Unit Kerja 

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gubernur Beng 
PIHAK PERTAMA. 

ulu yang selanjutnya disebut 

Nama 
No. KTP 
Jabatan 
Atamat 

	

Yang bertindak untuk dan atas nama 	 yan selanjutnya disebut PIHAK 
KEDUA. 

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Belan* Hibah Daerah berupa Uang 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

Pasal 1 
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH 

(1).P1HAK PERTAMA memberikan belanja hibah kepada PIHAKIKEDUA, berupa uang sebesar 
Rp 	. 	 ( 	 rupiah) 

(2). PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima belanja hibah d ri PIHAK KEDUA berupa uang 
sebesar Rp 	  

	

S •• 	 (     rupiah) 
(3). Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk 
	 sesuai dengan Rencana Penggunaanelanja Hibah/Proposal yang B 
merupakan bagtan yang tidak terpisahkan dari naskah perjan.  an belanja hibah daerah ini. 

(4). Penggunaan belanja hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk 	  

Pasal 2 
PENCAIRAN BELANJA H!BAH 

(1). Pencairan belanja hibah berupa uang yang bersumber itian AnggaranPendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu Tahun 	dilakukan secara bertahap 
atau sesuai kebutuhan. 

(2). Untuk pencairan belanja hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK 
PERTAMA, dengan dilampiri: 
a. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah; 
b. Foto copy Rekening Bank ; 
c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab; 

(3).Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ; ayat (1) dibayarkan melalui 
pemindahbukuan dari Re.kening Kas Umum Daerah Prtovinsi Bengkufu ke Rekening 
Bank  atas nama P1HAK KEDUA dengan Nbmor Rekening   
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(4). PIHAK KEDUA setelah menerirna pencairan belanja hibah dari PIHAK PERTAMA, 
segera melaksanakan kegiatan dengan berNdoman paia Rencana Penggunaan 
Belanja HibahlProposal dan peraturan perundang-undangan.1 

Pasal 3 
PENGGUNAAN 

(1). PIHAK 'KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang s bagaimana dimaksud pada 
pasal 2 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah 

(2).PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang dite 
(3). Belanja hibah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 1 diperg 

Proposal. 
rima kepada pihak lain 
nakan untuk ; 

No Uraian Jumlah 

1:, ;::isal 4 

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA 

(1). Menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Permohonan Belanja Hibah 
(2).Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka proses pengadaan barang 

dan jasa sesual dengan peraturan perundang-undangan 
(3).Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belahja Hibah kepada Gubernur 

melalul SKPD  disertai dokumentasl ( fpto) keglatan dan dokumen 
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah yang ditandatangani 
pimpinan Iembaga/organisasi. 

(4).Kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada 
masing-rnasing SKPD 

Pasal 5 
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERT,MAA 

(1).Menc3irkan belanja hibah apabila seluruh persyarat ; 

pengajuan pencairan dana tela.1.1 dipenuhi oleh PIHAK KE 
(2). Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK K 

persyaratan yang ditetapkan. 
(3).Melaksanakan evaluasi dan monitor ■ ng atas penggunaan 
(4).Melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja hibah 
(5).Hak dan •Kewajiban lainnya yang disesuaikan denga 

spesifik pada masing-masing SKPD 

Pasal 6 

SANKSI 

i dan kelengkapan berkas 
UA 
DUA tidaklbelum memenuhi 

elanja hibah. 

karakteristik dan ketentuan 

(1). Pihak KEDUA yang melanggar Pasal 3 ayat (1 )dan (2) dapat dikenakan sanksi 
admInistrative berupa perIngatan tertulis sesuaI peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
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Pasal 7 

LAIN-LAIN 

(1).Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, di uat rangkap 5 (lima), Iembar 
pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup s hingga mempunyai kekuatan 
hukum sama. 

(2).Hal-hal lain yang beIum tercantum dalam NPHD i i dapat diatur lebih lanjut 
dalamAddendum. 

PIHAK PERTAMA, PIH ► K KEDUA, 

••• 
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FORMAT - D.2 

CONTOH FORMAT 

NASKAH PERJANJIAN BELP,NJA HUBAH DAERAH (NPHD) 
BER'JPA IJANG (di atas Rp.100.000.000,00) 

Pada hari ini 	 , tanggal 	  bulan 	y  	 tahun 	  

yang bertanda tangan di bahwa ini: 

I. Nama 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 
Unit Kerja 

dalam hal inl beffindak untuk dan atas nama Gubernur BenOw1u yang selanjutnya disebut 
PIHAK PERTAMA. 

(I. Nama 
No. KTP 
Jabatan 

•at 

Yang t)ertir iak untuk dan atas nama 
KEDUA . 

Kedua belah Hhak :,epakat untuk melakukan Perjanjian Belan a Hibah Daerah berupa Uang 
dengan ketentx 	sebagal berikut: 

Pasal 1 
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH 

(1). Pl! ii\rC P5.1 -AMA membenkan belanja hibah kepada PIHNS KEDUA, berupa uang sebesar 
Rp....   ( 	rupiah) 

(2). PIHAK 	-, ,., 	.2:1yatakan telat , 	- -rima belanja hibah dri PIHAK KEDUA berupa uang 
sebesa;   rupiah) 

(3). Belanja 	-'oah sebagaimana dimaksud pada aya 	(1) dipergunakan untuk 
	sesua; dengan Rencana Penggunaan elanja Hibah/Proposal yang 

merupak: .‘ bag.tan yang tidak tes; - , Ahkan darl naskah perja jian belanja hibah daerah ini. 
(4). Penggur . an belanja hibah sebawi.i:ana ayat (2) bertujuan ntuk 	  

Pasal 2 
PENCAIRAN BELANJA HIBAH 

(1). Penr,,ran 	,a hibah berupa uang yang bersumberidari AnggaranPendapatan dan 
r,e1: ja Da 	(APBD) Provinsi Bengkulu Tahun 	 dilakukan secara bertahap 

sesw. 	ituhan. 
penL 	belanja hibah, PIHAK KEDUA mengaj4an permohonan kepada PIHAK 

'Ek NMA, 	;an dilampiri: 
t skah 	)jian Belanja Hibah Daerah; 

'). Foto c' 	-ening Bank ; 
c. Surat Fernyataan Tanggung Jawab; 

(3). Betxija, hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui 
pemindahbukuan dari Rekening Kas Umurn Daerah Rrovinsi Bengkulu ke Rekening 
Bank  atas narna PIHAK KEDUA dengan Nomor Rekening   

yan g selanjutnya disebut PIHAK 
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(4).PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK PERTAMA, 
segera melaksar.akan kegiatan dengan barpedoman loada Rencena Penggunaan 

Belanja Hibah/Proposal dan peraturan perunda ►g-undanOn. 
(5). Pencairan secara bertahap dilakukan untuk belanja 	uang dengan nllal diatas 

Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta rupiah), 

Pasal 3 
PENGGUNAAN 

(1). PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada 
pasal 2 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hib h/Proposal. 

(2).PIHAK KEDUA dilerang mengalihkar, belanja hibah yang citerima kepada pihak lain 
(3).Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipe gunakan untuk ; 

N 
	

Uraian 
	

Jumlah 

Pasal 4 

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA 

(1). Menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab PermChonan Belanja Hibah 
(2). Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, 	proses pengadaan barang 

dan jasa sesuai dengan perzyturan perundang-undangan 
(3).Membuat dan menyamoaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah kepada Gubernur 

melalui SKPD  disertai dokumentasi (foto) kegiatan dan dokumen Surat 
Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah yang ditandatangani 
pimpinan lembaga/orgarisasi. 

(4). Kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada 
masing-masing SKPD 

Pasal 5 
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA 

(1).Mencairkan belanja hiban ."pabila seluruh persyara an dan kelengkapan berkas 
pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK K DUA 

(2). Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK EDUA tidakibelum memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan. 

(3).Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaa belanja hibah. 
(4).Melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja hibah 
(5). H3k dan Kewajiban lainnya yang disesuaikan deng n karakteristik dan ketentuan 

spesifik padamasing-masing SKPD 

Pasal 6 

SANKSI 

(1).Pihak KEDUA yang melanggar Pasal 3 ayat (1 )d n (2) dapat dikenakan sanksi 
administrative berupa peringatan tertulis, penundaanipe ghentlan pencairan/penyaluran 
belanja hibah atau sanksi lain sesuai ketentuan perunda g-undangan. 

http://jdih.bengkuluprov.go.id

http://jdih.bengkuluprov.go.id


Pasal 7 

LAIN-LAIN 

(1).Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, ibuat rangkap 5 (lima), lembar 
pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup ehingga mempunyai kekuatan 
hukum sama. 

(2).Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini clapat diatur lebih lanjut 
dalamAddendum. 

PIHAK KEDUA, 	 PI AK PERTAMA, 

  

••• 
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'FORMAT — D.3 

CONTOH FORMAT 

NASKAH PERJANJ1AN BELANJA HIBAH DAERAH (NPHD) 
BERUPA BARANG/JASA 

Pada hari ini 	 , tangga: 	  bulan 	  tahun 	  
yang bertanda tangan di bahwa ini .  

1. Nama 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 
Unit Kerja 

Tahun 	 Tanggal 
Perjanjian Belanja Hibah 

k dan atas nama Gubernur 

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomcr 	 
	 tentang Pendelegasian Penandatanganar Naska 
Daerah Tahun Anggaran 	 dalam hal ini bertindak unt 
Bengkulu yang selanjutnya disebut PIyAK PERTAMA. 

II. Nama 
No. KTP 
Jabatan 
Alamat 

Yang bertindak untuk dan atas nama 	 yang 
KEDUA. 

selanjutnya disebut PIHAK 

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Beanja Hibah Daarah berupa 
Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut: 

Pasal 1 
JUMLAH, JENIS DAN TUJUAN BELANJA -IIBAH 

(1). PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa barangljasa 
senilai Rp 	

.. 	

( 	  i 
	 rupiah), dengan 

rincian sebagai berikut: 	 } 

I No Jumlah (Unit) Nilai (Rp)  Jenis Barang/Jasa 

(2). Belanja Hibah sebagalmar,a dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk 
 sesuai dengan Rencana Penggur,aan Belanja Hibah/Proposal yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanii nbelanja hibah daerah ini. 

(3) . Penggunaan belanja hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan unduk 	  
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Pasal 2 
PENYALURAN BELANJA HIBAI4 

(1).Penyaturan 	belanja 	hibah 	berupa 	barang/jasa 	yang 	berSumber 	dari 
AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Prolf, insi Bengkulu Tahun 	 
dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima Barang 

(2).Untuk penyaluran belanja hibah sebagaimana dimaksudl pada ayat (1), PIHAK KEDUA 
mengajukan permohonan kepada PIHAKPERTAMA, denOn dilampiri: 

a. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah; 
b. Berita Acara Serah Terima barang/Jasa; 
c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab; 

(3).Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal ' ayat (1) dis.,.!urkan melaiul 
pemlndahtanganan darl SKPO 	 kepada P HAK KEDUA. 

(4). PIHAK KEDUA setelah menerirna penyaluran belanja hibah dari PIHAK PERTAMA, 
segera menggunakan dan/atau memanfaatkan sesuai Rencang PerIggunaan Belanja 
Hibah/Proposaldan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 3 
PENGGUNAAN 

(1).PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah beruF?a barang/jasa sebagaimana 
dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sesuai Rencana Pengguraan Belanja Hibah/Proposal. 

(2). PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah bedipa barang/jasa yang diterima 
kepada pihak lain 

(3).BelanjahibahsebagaimanachmaksuddaIamPasa1 1 dipergi.ma:anuntuk 
1. 	  
2. 	 
3. 
4 	 

Pasal 4 
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA 

(1). Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh baik secara formal dan materil atas 
penggunaan dan/atau pemanfaatan barang/jasa yangdidanai dari belanja hlbah yang 
telah dIsetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada Rencana 

Penggunaan/Proposa1 dan peraturan perundang-undangan. 
(2). membuat dan menyampalkan Laporan Penggunaan Belenja Hibah berupa Barang/Jasa 

kepada Gilbemur melalui SKPD 	 yangdiserli dokumen Surat Pernyataan 
Tanggung Jawab yang ditandatangani pimpinan lembag /organIsasi 

Pasal 5 
HAK DAN KEWAJ1BAN PIHAK PER1AMA 

(1).Menyerahkan barang/jasa apabila seturuh persyara an dan kelengkapan berkas 
pengajuan penyaluran belanja hibah berupa barang/j sa telah dipenur.. oleh PIHAK 

• KEDUA. 
(2). Menunda penyerahan • belanja hibah berupa 	arangljasa apabila PIHAK 

KEDUA,tidak/belum memenuhi persyaratan yang diteta an. 
(3).Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas peng unaan belanja hibah berupa 

barang/jasa. 
(4). Melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja hibah,. 
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Pasal 6 
SANKSI 

• 

(1).Pihak KEDUA yang melanggar Pasal 3 ayat ( 1 ) dan (2) dapat dikenakan sanksi 
administratif berupa Peringatan teitulis sesuai per tt:ran perundang-undangan yang 
belaku. 

Pasal 7 
LAIN-LAIN 

(1).Naskah Perjanjian eelinja Hibah Daerah (NPHD) in , dibuat rangkap 5 (lima), lembar 
pertarr.a dan kedua masing-masing bennaterai cukip sehingga mempunyai kekuatan 
hukum sarna. 

(2). Hal-hal lain yang beium tercantur -, daIam NPHD i i dapat diatur lebih lanjut dalam 
Addendum. 

P11-1AK KED1.1, 	 19IHAK PERTAMA, 

• ........... 	 • 
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F6RMAT E 

'ON -FOR FORMAT 

SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN dan RINCIAN RENCANA 
PENGGUNAAN BELANJA HIBM-1 

KOP SURAT PEMERINTAH/PEMER1NTAH DAERAHI/PERUSAHAAN 
 DACRAH/MASYARAKAT/ORGANISASI KEMPSYARAKATAN 

.20XX 

(tempat), (tgl/bulan) (iahun) 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

Ke,D?da 
Yth. Gubernur Bpngkulu 

1 (satu) Berkw., 	 Di 
Permohonan Pencai:•an dar, 	E3engkLilu 
Rincian Rencan3 Per,qgunaan 
Belanja Hibah 

Bahwa beroasarkar Peituran Gub,3rnur x ntang Penjabaran APBD 
Tahurl  , beNama ini karni nengajtikan perni honan pencairan helanja 
hibah berupa (uang/barang/jusa) ‘:cbasar ..... .....dengan rincian rencana 
penggunaan sebagaimana terfari)p(r. 

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, burs ma ini k.ami sampaikan 
persyaratan pencairan belanja hibah sesuai der an Peraturan Guberhur 
tentang Tata Cara Pengarwaran, Petaksana n dan Penatauahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta onitoring cian Evaluasi 
Belanja Hibah dan 31anja Bantuan Sosial yang q3 ersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belar,ja Daerah. 

Demikian perrnohonan kami atas perkarjan dan bantuan Bapak 
diucapkan terima kasih. 

1-1(Srmat kami, 

emoh.on 

(p.ma jelas pimpaniditanda tangant/di cap) 

Tembusan: 
Biro Keuangz.n 
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FORMAT - F 

CONTON FORMAT 
lambang 

[Nam.:1 Lembogo/Organh.ost Pelaksinol 

suR 41-  PF.RNYATAAN TANGGUNG AWAB 

PaRMOHONAN BELANJ.6, )-:10111-1 

Yang bertanda tangan dibaw?h 

Nama 

Jaba►an 

Bertindak untuk dan atas nmna 
Alamat 
Nomor KTP 
Telepon/HP/Fax 

Dengar. ini, menyatakan dengan $ebenarnya bahwa untuk ;memenuhi tujuan transparans; 

dan akuntabilitas penggun?an dana delanja 

1. Bertanggungjawal) penuh baik formal maupun matlr;i1 atas penggunaan belanja 
hibahyang diterima. 

2. Akan (:,.7:n;gunakan belanja hibahsesuai dengan rencaha penggunaan proposal yang 
telah disett..jui 

3. Bersedia diaudit secara independen sesuai peraturan periJndang-undangan 

Demikian pernyataan ini diquat dengan penuh kesadat'an cpan rasa tanggung jawab serta 
tidak ada unsur paksaan dari pihak mar!apun. 

<nama kIota, tanggal, hulan, tahun> 

PENEIRIMA B ELANJA HIBAH 

<narna lengkap> 
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FORMAT - F.2 

CONT01-i FORMAT 
lambang 

Nama Lembaga/Organtsasi Pelakschla 

SURAT VERNYAT.AN TANGGUNGJK AB 

PENG GUNAAN E3E-1_/',NJA HIBAH 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama 

Jabatar 

Bertindak untek dan atas nama 
Alamat 
Nomor KTP 
Telepon/I-IP/Fax 

E-Mail 
1 

Dengan ini, meryatakan dengan sebenarnya 10:-thwz: unkuk me enuhi tujuan tran§paransi 

dan akuntabilitas panggunaan nana belanja hibaly 

1. Bertanggungjawab penuh buik formal mK:pun materiil Itas penggunann belanja 
hibahyang diterima.  

2 Telah rnenggunakan bel3nja hibahsesuai dengan rencana 4enggunaan propcsal yung 

telzh disetujui 	 , 
-) Bersedla diaudit secara inoeuer:clen sswi peraluran perundng-undangan 

I\ ikia Dernn pernyataan :ni dibliat Jengan penuh 1(esadaran dan asa canggung jawab serta 

<nama.kota. 	bu!an, tahun> 

PENERIM BELANJA HIBAH 

<nOne lenglop> 

tidak ada unsur pp.ksaail dari pihak manapun. 
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Nama Penerima 
Alamat Leng<ap:  

No 	Uraian  Ke 
I r- 

z. 

dst 	 _ 
Jumlah 

Keterangn 

Lampiran Surat Permohonan 1J.w.cairan Belanja ilibth/Be;anja Bantu .3 Sosial Nomo• 
Tanggal : 

RINCIAM RENCANA PENGGgNAAN 
BELANJA HIBAH 
BEP.II('A UANG 

Pemohon 

(nama jOas pimpinan/ditanda tanganiidi cap) 

Catatan: Jika penggill:aan .5erupa barang4asi makz iormatcya s p0M 

RINCIAN RENUANA PENGGU AAN 
BELANJA H!BAH 

BERUPA DARANG/JPS 

Nama Penerima : 
Alamat Lengkap: 
Jenis Belanja Hibah: Uang/Barang/Jas .,3 

Jenis Baran•/Jasa 	1  JumlahiUnit)  I umlah Keterangan  

Peniohon 

Amlah tRp) 

(narna je10 pimpinaniditanda tangani/di cap) ' 
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Pada hari ini 	 , tanggal 	 bulan 	 tahun 	  
yang bertanda tangan di bahwa ini: 

I. Nama 
NIP 
Pangka,z. 
Jabatan 
Unit Kerja 

Berdasarkan. Keputusan Gubernur Bengku• Nomor 	 201.. Tanggal 

	201.. .tentang Pendelegasian Penapdatanganan Na kah Porjanjian Belanja Hibah , 
Daerah Tahun Aoggaran 201 	 dalam hal ini bertindak u tuk den atas nama Gubernur 
Bengkulu yerg selanjut ► .ya dIsebu", PIHAK PERTP.MA. 

li 	Nama 
No. KTP 
Jaintan 
Alamat 

Yang bertindak 	dan atas namc, 
KEDUA. 

Kedua belah phak sepakat untuk rnela!::ukan Perjanjian 
Barang/Jasa dengw) ketentun sebagai oer9, .ut: 

ng selanjutnya disebut FIHAK 

Belanja Hibah Daerah berupa 

Pasal 1 
JUMLAH, JENIS DAN TUSJAN.13E.LAMJA. HIBAH 

PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah kepade. PrilAK KEDUA, berupa bararg/jasa 
senitai Rp  (  •  rupiah), dengan 
rincian sebagai berikut: 

No–ir  	Jenis Barang/Jasa 

   

Jumlah (Uni 1 	Nilai (Rp) 

	 —1- 	 , 
1__ -r 

  

     

      

      

      

(2). Belania Hibah sebagaimana dimaksuo pada a at (1) dipergunakan untuk 
	  sesuai denGan Rencana Penggunaan Bel ja Hibah/Propo,a1 dan Rencana 
Penggunaan Belanja Hibah/Proposal tersebut merupaka bagian yang .  tidak terpisahkan 
dari naskah belanja hibah daerall ini. 

(3).Penggunaan belanja hibah sebagaimana ay21 (2) bertujuo untuk 	  

Pahal 2 
PENYALURAN BELAN,IA HIB H 

(1). penyalurar 	belanja 	hibah 	berupa 	baranglj sa 	yang 	bersumber 	dari 
AnggaranPendapatan dan Belanja Daerar (APBD) P ovinsi Bengkulu: Tahun 	 

. dlakukan der.gan.Benta Aca•a Sarah Terima Barang. 
(2). tintuk penyaluran belanja hibah sebagaimana dimaku d pada ayat (1), PIHAK:KEDUA 

mengaju.kan permohon.an kepadzi PIHAKPERTAMA, d ngan dilampiri: 
a. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Dowah; 
b. fBerita Acara Serah Terima barang/Jasa; 
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(3).Be1arija hibah sebagainiana dirriaksud wida paSal 	ayet (1). disalurkan melalui 
peMindahtanganan dari SKPD 	 kep.,-xda' DIHAK KEDUA. 	, 

(4).PIHAK KEDUA setelah menerima p.;Iyaluran belonj :hibah• dari PIHAK PERTAMA, 
segera menogUnakan dan/utau memenfaatkan sesua Rencana Perigg:unaan .Bela ►ja 
Hibah/Prop )saldan peraturan perundang-unciangan. 

• us;fl 3 
PENGGUNAAN 

(1).PIHAK KEDUA rne.nggunakain 	 hibah ber pa barang/jasa sebagaimana 
dimaksud padu pasal 2 ayat (1) SeSl.131 Rcana Pengg naan Belanja Hibah/Proposal. 

(2).PIHAK KEDUA dilarRng mengalihkan belanja hibah b rupa barang/jasa yang diteriffia 
kepada pihak lain 

Pasal 4 
KEWAJIEAN PIHAK KEDUA 

(1).Melaksunakan dan bertangungjawab penuh baik 
I 
ecara formal dan materil atas 

penggunaan dan/atau pemanfaatan barang/jasa yan didanai da i belanja hibah yang 
telah disotujui PIHAK PERTAMA dengan erpek.ioman pada Rencan.a 
Penggunaani?roposal r:Jan peraturan p,2rundang-uncia an. 

(2). PIHAK KOEDIJA memLuat dan menyamnoikan Lapo an Penggunaan Belanja Hibah 

berupa Buran)/Jasa kapada Cubernur mQl3lui SKPD yang disertai 

dokumentasi (foto .foto) kegiatan dan dc,kiimen Surat PrnyataaitTanggung Jawab yang 
ditandatangani pimbinan lembaga/orgar.isasi 

-Pasai 5 
HAK DAN KEVVAJIBAN PIHAK PEthAMA 

(1).PIHAK PERTAMA her'nak men,:ncia p.)nyaluianbelartja hibah barup3 barang/jas 
apabila PIHAK KEDUP, tidak/beIum memenuhi pe:-syaratan yang ditetapkan . 

(2).PIHA.K PERTAMA beihak mr:laksanakan evaluasi 	monitoring atas panggunaan 

b&anja hibah beruapa barang/jasa. 
(3). PIHAK PERTAMA barkewa;iban segera mer•al .  rakan belanja hibah berupa 

barang/jasa apabila se ■ uruhpersyaraan dan kelengka an 'oerkao pengajuan penyaluran 
belanja hibah berupa harang/jasa telah dipenuhi . olelt IHAK KEDUA 

Pasal 6 
PERUBAHAN/PEROESERAN RENCANA FkENIGGUNAAN 

(1). PIHAK KEDUA dapat melakukan perubahan pen gunaan dan/atau pemar.faatan, 
setelah dilakukan evaillasi pleh SKPD 

(2). Dalm hat terjadi pnrubnhan atau pergeseran ren ana penggunaan belanja hibah 
berupa baranoljasa, PIHAK KEDUA dspat melaku an perubahan atau pergeser .an 
riangan tidak merubahtujuan pengguna3r, belanja hiba hibah berupa barang/jasa, 
selanjutnya dituangkwi da;em Naskah Perjanjian 3lanja Hibah-Perubahan sebagai 
bagian yang tidak terpiE••ahkan dari Naska) Perjanjian elanja Hibah. 

Pasal 6 
SANKSI 
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ti 

P3sal 7 

(1).Naskah Perjanjian Beianja Hipah Daer3n (NPHD, ini, dibuat rangkap 5 (lima), lembar 
pertama dan kedua rnas;ng-masing bKmaterai cuklip sehingga mempunyai kekuatan 
hukum sama. 

(2).Hal-hal lain yang belurn tercantuni dalam NPHD ini dapat ciatur lebih lanjut 
dalamAddendum . 

PIHAK KEGUA, 	 P!HAK PERTAMA, 
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FORMAT - G 

lumbang 
INama 1,tunbagi.:/orgattiAsi Pe! kse ► til 

LAPORAN PENGGUNAAN B,LANJA HiBAH 

DARI PEMERINTAH PROVI ► SI BENGKULU 
TAHUN t-NGGARAN 201. 

ii!\!TU K 

<sebutkan Nania/Judul Kagib.an yJng 	cia ►  be ►anja hibah> 

.4 

(A;amat LembagalOrganisasi p laksanat 
[BULAN dan "AHUN Lapo ar/) .  
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1)AFTAR ISI 

Kata Pengantar 
- Surat . Pernyataan Tanggunglawab 

Data Fokok Penerima Bantuan 

I. Lapornn Kegiatan 
Latar Selakang 

2. Maksud dan Thjuan 
3. Ruang Lingkup Kegiatan 
4. Realisasi Pelaks3naan Keg:atan 
5 Daftar Personalia Pefaksana 
6. Penutup 

11. Laporan Keuangan 
1, Reansasi Penerimaan Belanja H ■ bz- h 
2. Real ■ asi Penggunaan 

III. Lampiran: 
1. Salinan Reker,ing Koranrr.:AbUngan 
2. Dokumentasi Kegiater 
3.. Salinan Naskah Perjanjian 
4. SnI;nan Akta Pendirian Le ► nbaga/Ormas 
5. Sal:nan izin Oparrsional 
6. Salinan Surat Ke;erangar, 	L.enlagas'Octias 
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KAFO, PENGAN7A 

<diuraikan kata penantara maksma 	atuj halaman> 

. narnb kuta/tempat, tangal, bulan, tahun> 

< nama fabatan pimpinan> 

<nama lengkap> 
<NI? ..jika ada> 
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I. LAPORAN KEG1ATAN 

1. latar Belakan, 
<diuraikafi ialar beluing kegialan 	dengu priVospi yang diajukan sebelumnyo) 

2. Maksud dan Tuluar. 
<diuraikan ma.!<sud Can tujuan sesuzLi dengan propo41 yeny diajukan sebelumnya> 

3. Ruang Lingkup Kegiatan 
<diuraikan ruarg 1ingko,D Kegiatzn cesuai cingat, 1) ,'Crosal yang diajukan sebelumnya> 

4. Realisasi Pelatcsanaan Kegiatan 
(dtitraikan realisasi peUsatwan kt;giatan melipu 
pelaksanaan, tempotilokasi kegialat), jumlah dert a 
lainr.ya yang re ►evgn sehingga dapet r.)enggemberk 

, namun tidak terbatas, perihal waktu 
al peserta, hE.sil-hasil yang dicapai, dan 
n kegiatan pokok dongan semestinya> 

5. Daftar Personalio Pelaksana 
<Uraikan dan saji.kan personclia pe!aksana nte 
drganisasi/kegiatan, dan lainnya yang rel3van> 

'puti surat keputusan, jabatan dalam 

6. Penutup 
<uraiakar; keta pon.ttur pating bany3,N .  :f 0 (~>apuluh) 43rts> 

PENERIMA BELANJA HIBAH 

(n3rna Iengkap) 

.• 
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11. LAPORAN KEJANGAN 

   

     

1. Realisa5s,i Perehma;ln Bantuari 

peneriman Hibah Tahen 2010 adal sehesar Rp 	  
Dwia 	bantuan 	tersebut 	dit rima 	rnsialui 	Rekening 
	Nornc.r 	 pada B nk 	 <sebutkan nama, 
nornerrekening tiAn banknya> pad 3 hnggal 	 <sebu►kan tanggat, bulan, tahun> 

2. Realiasi Penerirru.an dan Per.gguna3n Dana 

Realisasi penerimaan dana hibah Tahun 201(.; siebesar Rp 	, dan penggunian 
dananya sehesar Rp 	 sehingga! tei•dapat Saldo Dana sebesar 

Rp 	 

Rincian pensrimaan dan penggunaaan dana ltahun 2010 dapat dilihat pada tabel 
sehagai beril:ut: 

--T— Anggaran 
No 	 Pen ; Igunc3;:m 	 Sesuai 	Realisasi 

	 Proposal  
, 	2 	 3 	 4  

1)	<'sesuai rinciari . jenis biaya>  
2)	<sesuai rinciarijenis biaya>  

3)	<sesua: rincion jenit biaya> 	 

siumlah 

% 
Realisasi 

5ig413900 

-4- 

PENERIMA BELANJA HIBAH 

:nama ler.gkap) 

Lampiran: 

1) Salinan Rekening koranfrai.1 irgan• 
2) Dokumentasi Keg:atan 
3) Salinan Naskah Perjanjian •ibail 
4) Salinan Akta Pendirian Lemba,MOrmas 
5) Salinan Izin'Operasional 
6) Salinan Surat Kel.erangan 	Lembaga/Ornn.  as 
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